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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI 

Kegiatan : Penilikan Ke-3 

Sasaran : IUPHHK-HA PT HANURATA Unit Papua Barat 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 

g. Susunan Tim Audit : 1. Diah Mitarini, S.Hut (Ketua Tim Audit/Auditor Produksi); 

2. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor PHPL bid. Ekologi); 

3. Ir Yeti Sumiyati (Auditor PHPL bid. Sosial); dan 

4. Ir Suhardi (Auditor Prasyarat dan VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil 

Keputusan 

: 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT HANURATA Unit Papua Barat 

b. Alamat Kantor  : Jl Kebon Sirih No. 67 – 69 Jakarta Pusat 

c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) 

d. SK IUPHHK-HA : No. SK.81/Kpts-II/1994 tanggal 24 Februari 1994 Jo.  

No. SK.859/Menhut-II/ 2014 tanggal 29 September 2014 

e. Luas Areal IUPHHK-HA : 234.470 Hektar 

f. Lokasi : Kab. Fak-Fak dan Kaimana Prov. Papua Barat 

g. Email : ukariadi@yahoo.com  

h. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Sugiono 

- Direktur Umum : Idi Sanwardi 

- Direktur Pengelolaan Hutan : Ir. Suprapto SK. 

- Komisaris Utama : Dr. H. Hari Sabardi 

i. Management 

Representatif 

: Ir. Untung Karyadi  
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-3 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Manokwari, 

25 Februari 2019 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat 

diterima oleh Bpk. Ir JJ Kesaulija jabatan 

Sekretaris Dinas. 

- BPHP Wil. XVI Manokwari, diterima oleh 

Bpk. Ir Arnold A Rikumahu, M.Si  jabatan 

Kepala BPHP Wil. XVI Manokwari. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

 

 

 

 

Pertemuan Pembukaan 

 

 

 

 

Kantor Base Camp 

PT HANURATA Unit 

Papua Barat 

26 Februari 2019 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Areal IUPHHK-HA 

PT HANURATA Unit 

Papua Barat  

26 Feb – 4 Maret 
2019 

Melakukan pengumpulan data melalui 

tinjauan dokumen, wawancara dan 

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 

data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 

(satu) tahun terakhir serta menganalisa 

kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 

Hutan.  

Pertemuan Penutupan Kantor Base Camp 

PT HANURATA Unit 

Papua Barat 

5 Maret 2019 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 

audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 

temuan ketidaksesuaian.  

 

Terhadap temuan ketidaksesuaian 

diterbitkan LKS. 

 

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

 

Manokwari, 

6 Maret 2019 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat 

diterima oleh Bpk. Ir JJ Kesaulija jabatan 

Sekretaris Dinas. 

- BPHP Wil. XVI Manokwari, diterima oleh 

Bpk. Ir Arnold A Rikumahu, M.Si  jabatan 

Kepala BPHP Wil. XVI Manokwari. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Pengambilan Keputusan 

Penilikan Ke-3 

Samarinda, 

15 Maret 2019 

a. PT HANURATA Unit Papua Barat 

dinyatakan LULUS penilaian kinerja 

pengelolaan hutan produksi lestari pada 

IUPHHK-HA sesuai Peraturan Direktur 

Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 

2016. 

b. Status S-PHPL PT HANURATA Unit 

Papua Barat dipertahankan sesuai masa 

berlaku, ruang lingkup dan predikatnya 

(BAIK).  
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4. RESUME HASIL  AUDIT  PENILIKAN KE-3 

 

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT 

INDIKATOR 1.1 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 

1 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas 

(PP,  SK IUPHHK-HA, Buku 

TBT, Peta TBT) 

(CD) 

3 3 

1. Ketersediaan dokumen legal PT Hanurata Unit 

Papua Barat sebagai berikut : 

a. SK. IUPHHK-HA Nomor :  859/ Menhut-

II/2014, tanggal 29 September 2014 seluas ± 

234.470 Ha dan lampiran tentang ketentuan 

serta peta skala 1 : 250.000 di Kabupaten 

Fakfak dan Kabupaten Kaimana, Provinsi 

Papua Barat dan berlaku untuk jangka waktu 

30 (tigapuluh) tahun; 

b. Tersedia akte notaris pendirian perusahaan, 

Akte Nomor 52 tanggal 21 September 1966, 

dibuat dihadapan Adlan Yulizar, SH, SH 

Notaris di Jakarta  

c. Akte perubahan Nomor  17 tanggal 11 Maret 

2015 oleh Notaris Suandi Halim, SH. di 

Jakarta Selatan dengan perubahan susunan 

Pengurus Perusahaan sebagai berikut : 

- Direktur Utama : Tn Sugiono 

- Direktur     : Tn Idi Sanwardi 

- Direktur : Tn Ir. Suprapto Soekirman 

- Komisaris    : dr. H. Hari Sabardi 

d. SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor 

AHU-AH,01,03-0015981 tanggal 13 Maret 

2015 dengan Daftar Persoroan Nomor : AHU-

0030061.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 

Maret 2015 

e. Tersedia dokumen SIUP telah berlaku efektif 

diterbitkan OSS tanggal 11/02/2019; NIB 

9120009261716 tanggal 11/02/2019 dengan 

Nama KLBI Pengusahaan Hutan Alam, Real 

Estat yang dimiliki Sendiri atau Disewa. Kode 

02120, 68110; Domisili Badan Usaha PT 

Hanurata Nomor : 20142/27.1.1/ 

31.71.06.1005/1.824.2/2015 dari Kel. Kebon 

Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat; dan NPWP 

No. 01.003.047.6-073.000 

2. Realisasi penataan batas PT Hanurata Unit Papua 

Barat belum TEMU GELANG (83,92%) dan 

dokumen laporan TBT lengkap sesuai dengan 

tingkat realisasinya. Sedangkan sisanya telah 

terdapat Instruksi Kerja yang telah ditandatangani 

Kepala BPKH Wilayah XVII Manokwari tanggal 27 



 
 

Halaman 5 dari 55 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Februari 2017. 

2. 1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

(D) 

6 4 

Realisasi penataan batas PT Hanurata Unit Papua 

Barat belum TEMU GELANG (83,92%) sepanjang 

309,35 Km dari target 368,50 Km sesuai dengan 

realisasi penataan batas sampai dengan bulan 

Oktober 2018 (Realisasi RKT 2018) dengan 

keterangan sebagai berikut : 

N

o 

Batas Areal Kerja 

TPTI 

Rencana 

(Km) 

Realisasi 

Km % 

I. Batas Alam/Sendiri    

1. Sungai 27,68 26,35 7,15 

2. Hutan Negara    

 - HP 
54,05 54,05 14,66 

 - HPK 
4,43 - 0,00 

 - HL 
107,56 93,61 25,40 

3. Batas Sendiri/  39,44 - 0,00 

II. Batas Persekutuan    

1. PT. Prabu Alaska 105,90 105,90 28,73 

2. Teluk Bintuni MAK 29,44 29,44 7,98 

 J u m l a h 368,50 309,35 83,92 

Sumber : RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Hanurata Unit PB 

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan tata 

batas temu gelang PT Hanurata Unit Papua berupa 

pengurusan dokumen Pedoman tata batas dan 

Instruksi kerja. Sedangkan untuk pembentukan panitia 

tata batas sampai saat ini masih dalam proses.  

3. 1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

(CD) 

3 3 

1. SK. IUPHHK-HA Nomor :  859/ Menhut-II/2014, 

tanggal 29 September 2014 seluas ± 234.470 Ha  

sah dan legal 

2. Terdapat penandatangan persetujuan dari para 

pihak berkaitan dengan tata batas areal PT 

Hanurata Unit Papua Barat yang sudah 

direalisasikan seperti yang tercantum pada 

dokumen Buku TBT. Dalam Berita Acara 

Pelaksanaan TBT tersebut di atas, terdapat para 

pihak menyatakan setuju atas batas persekutuan 

yang telah dibuat yaitu Pihak Pemerintah Pusat 

(BPKH Wilayah XVII), Pemerintah Propinsi (Dinas 

Kehutanan Propinsi Irian Jaya), Pemerintah 

Kabupaten (Dinas Kehutanan Kabupaten), 

Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan 

IUPHHK yang berbatasan langsung. 

3. PT Hanurata Unit Papua Barat melakukan upaya 

untuk meminimalisir adanya konflik batas dengan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

masyarakat melalui upaya penyusunan SOP 

mekanisme penyelesaian konflik dengan 

masyarakat, membuat peta konflik, membuat 

kesepakatan- kesepakatan dengan masyarakat. 

4. 1.1.4. 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi kawasan. 

Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka 

verifier ini menjadi Not 

Aplicable. 

(CD) 

N/A N/A 

Pada areal PT Hanurata Unit Papua Barat tidak 

terdapat perubahan fungsi namun terdapat revisi 

dokumen perencanaan yang sudah mendapat 

pengesahan sesuai dengan SK. Nomor 

SK.8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018  tanggal 

29 November 2018 

 

5. 1.1.5. 

Penggunaan kawasan di 

luar sektor kehutanan 

(Apabila tidak ada 

penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan maka 

verifier ini menjadi Not 

Aplicable). 

(CD) 

N/A N/A 

Pada areal IUPHHK-HA PT Hanurata  Unit Papua Barat 

tidak terdapat penggunaan lahan selain untuk 

keperluan kegiatan IUPHHK-HA dan kegiatan 

kehutanan 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

(D) 
6 6 

Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh 

Direksi PT Hanurata Unit Papua Barat No. 

137/KEP/DIR/C/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang 

penyempurnaan visi dan misi pengelolaan hutan PT 

Hanurata Unit Papua Barat.  

Dokumen Visi dan Misi juga terdapat pada Bab I. 

Pendahuluan dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang 

disahkan sesuai dengan SK. Nomor SK.8270/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/11/2018  tanggal 29 November 2018 

Visi dan Misi PT Hanurata Unit Papua Barat telah 

sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

6 6 

Dokumen Visi dan Misi PT Hanurata Unit Papua Barat 

telah disosialisasikan kepada karyawan dan 

masyarakat sekitarar sebagai berikut : 

- Berita Acara Sosialisasi Visi Misi PT. Hanurata Unit 



 
 

Halaman 7 dari 55 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(D) Papua Barat No. : 1/BA/HNT-KMN/I/2018 yang 

dilaksanakan di Kantor Kaimana pada tanggal 22 

Januari 2018 

- Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola 

Sosial dan Kawasan Lindung PT. Hanurata Unit 

Papua Barat No. : 2/BA/HNT-KMN/I/2018 yang 

dilaksanakan di Kantor Kaimana pada tanggal 29 

Januari 2018, ditandatangani oleh Ir. Untung 

Kariadi (Manager Unit), dan  dihadiri oleh 15 

perwakilan dari 5 (lima) desa yang ada disekitar 

areal kerja yaitu : desa Rauna, Tairi, Ubia, Bahumia 

dan Werafuta.  

- BAP Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola Sosial 

dan Kawasan Lindung PT Hanurata Unit Papua 

Barat No. 1/BA/HNT-KMN/II/2019 pada hari Sabtu 

tanggal 02 Februari 2019, bertempat di Kantor PT 

Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana kepada 

masyarakat pemegang ulayat di areal PT 

Hanurata Unit Papua Barat. 

- Pemasangan Visi dan Misi pada dinding kantor 

PT. Hanurata Unit Papua Barat di kantor, Base 

Camp. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

(D) 

6 4 

Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan 

implementasi pengelolaan hutan lestari yang 

diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di 

antaranya adalah ketersediaan Ganis PHPL PT 

Hanurata Unit Papua Barat yang masih kurang dan 

tidak sesuai, pencapaian target produksi tahun 2018 

hanya 27,38%, pemenuhan terhadap SOP yang dibuat 

masih belum sesuai di lapangan. Sedangkan untuk 

pengelolaan lingkungan, flora dan fauna 

implementasinya masih belum sepenuhnya 

menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan 

hutan lestari seperti, pemenuhan personil perlindungan 

dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan 

lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial lebih 

terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum 

sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan 

implementasi di lapangan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/18) x 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 
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INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk 

Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan di lapangan 

pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

(CD) 

3 1 

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di 

lapangan telah tersedia pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL 

No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 

2015, namun demikian jumlah personil tenaga teknis 

PHPL masih sangat kurang dari yang seharusnya 

seperti berikut : 

No 
Jenis Tenaga 

Teknis 

Jumlah (orang) sesuai Luasan 

(Ha) 

Luas > 

200.000  

Luas PT 

Hanurat

a  Unit 

PB ± 

234.470 

Ha 

Kecukupan 

1 
Ganis PHPL-

Kurpet 
1 1 Cukup 

2 
Ganis PHPL-

Canhut 
8 2 

Kurang 

6 

3 
Ganis PHPL-

Nenhut 
5 1 

Kurang 

4 

4 
Ganis PHPL-

Binhut 
10 2 

Kurang 

8 

5 
Ganis PHPL-

PKB-R 
10 6 

Kurang 

4 

 JUMLAH 34 12 
Kurang 

22 

Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan 

pada saat audit di lapangan tersedia pada setiap 

bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya 

masih sangat kurang (35,29%) dari ketentuan. 

PT Hanurat Unit Papua Barat sedang mengikutsertakan 

personil untuk diklat Ganis PHPL Binhut sebanyak 4 

(empat) orang dan PKB sebanyak 3 (tiga) Orang. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

(D) 

6 6 

Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM 

PT Hanurata Unit Papua Barat selama tahun 2018 

sebesar 92,00%, sebagai berikut : 

- Diklat Ganis Rencana 5 Org Realisasi 2 Org 

- Penyegaran Ganis PHPL Rencana 2 Org realisasi 2 

Org. 

- Penilaian Kinerja ganis PHPL Rencana 10 Org 

Realisasi 10 Org 

- Inhouse Training/ Pelatihan Internal Rencana 32 

Org Realisasi 32 Org. 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- External Training Rencana 1 Realisasi 0 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

(D) 

6 4 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki dokumen 

ketenagakerjaan dan secara umum PT Hanurata Unit 

Papua Barat  telah menjalankan dan menerapkan 

ketentuan normatif dalam pengelolaan 

ketenagakerjaan namun ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan di kantor basecamp Ubia dan 

Bahomia serta Unit kaimana belum sepenuhnya 

tersedia. 

Khusus untuk kewajiban pemenuhan Ganis PHPL, PH 

Hanurata Unit Papua Barat masih sangat kurang dari 

ketentuan yang berlaku. 

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(11/15) x 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator 
SEDANG (2) 

 

INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA  

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

(D) 

6 6 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

kelengkapan unit kerja perusahaan dalam 

kerangka pengelolaan hutan lestari berupa 

struktur organisasi perusahaan yang dituangkan 

dalam bentuk SK Direksi No. 197/Kep/Dir/A/VI/ 

2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang 

Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja PT. Hanurata. 

Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa 

bagan organisasi dan job description atau uraian 

tugas pada masing-masing jabatan. 

Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk 

telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan 

hutan produksi lestari 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

(D) 

6 6 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

peralatan SIM dan menjalankan pelaporan 

dengan menggunakan sistem informasi yang ada.  

Terdapat Petugas Sistem Informasi Manajemen 

berdasarkan Keputusan Manajer Unit PT Hanurata 

Unit Papua Barat Nomor : 6/HNRT-PB-

KMN/SK.MU/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang 

Revisi Keputusan MU PT Hanurata Unit Papua 

barat No 4b/HNRT-PB-KMN/SK.MU/III/2017 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Tanggal 15 Maret 2017 tentang Petugas  Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) pada PT Hanurata 

Unit Papua Barat 

Di samping itu PT Hanurata Unit Papua Barat telah 

melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH 

Online dan terdapat sarana prasarana di 

Basecamp Ubia dan Bahomia maupun di kantor 

Kaimana beserta SDM yang mengoperasikannya 

atas nama Ade Fajar Prayoga, Leo Tukan, S.Hut., 

Rezkiyanto Ransi Mangalla’, S.Hut. dan Stevin 

Valenthino, S.Hut. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

(D) 

6 4 

Struktur Organisasi PT Hanurata Unit Papua Barat 

sesuai SK Direksi No 470/SKEP/DIR/A/IX/2017 

tanggal 12 September 2017 tentang Penugasan 

Karyawan atas nama A. Hamid sebagai Ketua 

Satuan Pengawas Internal. 

SPI PT Hanurata Unit Papua Barat telah 

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi 

sesuai dengan dokumen laporan SPI nomor 

1/SPI/PHPL/I/2019 tanggal 6 Januari 2019 dengan 

temuan hasil CAR’s auditor PHPL pada penilikan 

ke-2 yang belum ditindaklanjuti dan 

mempersiapkan rencana penilikan ke-3 PHPL PT 

Hanurata Unit Papua Barat 

Hasil verifikasi laporan SPI menunjukkan bahwa 

kegiatan internal audit PT Hanurata Unit Papua 

Barat telah berjalan namun tidak efektif untuk 

mengontrol seluruh tahapan kegiatan.  

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

(D) 

6 4 

Sesuai surat Manager Unit No. 07/HNRT-PB-

KMN/I/2019 tanggal 27 Januari 2019 tentang 

persiapan Penilikan PHPL ke-3 dan tindak lanjut 

hasil CAR’s pada penilikan ke-2 diketahui bahwa 

dokumen tindak lanjut masih terdapat temuan 

yang belum terlaksana tindaklanjutnya seperti 

implementasi SOP di lapangan, penambahan 

Ganis PHPL, penataan batas, Pemnuatan dan 

Pengukuran PUP dan lain lain. 

Namun terdapat hal yang telah ditindaklanjuti 

seperti revisi SOP dan lainnya. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (20/24) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 
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INDIKATOR 1.5.  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana penebangan 

melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses 

dan diseminasi isi kandungannya 

(CD) 

3 3 

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki dokumen 

RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan lampiran petanya 

yang telah disahkan secara Self Approval oleh 

Direktur PT Hanurata Unit Papua Barat dengan SK 

No. 693/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2017 tanggal 22 

Desember 2017 dan dokumen RKTUPHHK-HA 

tahun 2019 dan lampiran petanya yang telah 

disahkan secara Self Approval oleh Direktur PT 

Hanurata Unit Papua Barat dengan SK No. 

637/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2018 tanggal 19 

Desember 2018. 

Pada pelaksanaan RKT 2018 terdapat dokumen 

Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Pengelolaan 

Hutan Pada IUPHHK PT. Hanurata Unit Papua 

Barat dengan Masyarakat Kampung Rauna Marga 

Wanusanda, Marga Uro, dan Marga Durye Distrik 

Kambrauw.  

Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola 

Sosial dan Kawasan Lindung PT. Hanurata Unit 

Papua Barat No. : 2/BA/HNT-KMN/I/2018 yang 

dilaksanakan di Kantor Kaimana pada tanggal 29 

Januari 2018, ditandatangani oleh Ir. Untung 

Kariadi (Manager Unit), dan  dihadiri oleh 15 

perwakilan dari 5 (lima) desa yang ada disekitar 

areal kerja yaitu : desa Rauna, Tairi, Ubia, 

Bahumia dan Werafuta. Berita Acara tersebut 

dilampiri notulen rapat, daftar hadir dan foto 

dokumentasi. 

BAP Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola Sosial 

dan Kawasan Lindung PT Hanurata Unit Papua 

Barat No. 1/BA/HNT-KMN/II/2019 pada hari 

Sabtu tanggal 02 Februari 2019, bertempat di 

Kantor PT Hanurata Unit Papua Barat di Kaimana 

kepada masyarakat pemegang ulayat di areal PT 

Hanurata Unit Papua Barat. 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

(D) 

6 4 

Proses tata batas PT HANURATA  belum temu 

gelang dan saat ini sedang dalam proses temu 

gelang dengan menyusun pedoman tata batas 

dan instruksi kerja. 

BAP pelaksanaan batas telah ditandatangani oleh 

para pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, perusahaan yang berbatasan langsung 

(batas sekutu) dan perwakilan masyarakat yang 

berbatasan langsung. 

Hasil observasi lapangan dan penjelasan dari 

auditor sosial menunjukkan bahwa pada areal PT 

Hanurata Unit Papua Barat di lapangan tidak 

terdapat konflik batas dengan masyarakat namun 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

terdapat potensi konflik baik dari kemungkinan 

adanya perladangan dan perambahan areal serta 

lokasi pemukiman di dalam areal IUPHHK-HA PT 

Hanurata Unit Papua Barat. 

Sesuai dengan BAP persetujuan dalam proses 

tata batas tercatat realisasi penataan batas areal 

kerja sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 

adalah sebesar 309,35 Km atau sebesar 83,92% 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

(D) 

6 4 

- Pada pelaksanaan RKT 2018 terdapat 

dokumen Berita Acara Kesepakatan 

Kerjasama Pengelolaan Hutan Pada IUPHHK 

PT. Hanurata Unit Papua Barat dengan 

Masyarakat Kampung Rauna Marga 

Wanusanda, Marga Uro, dan Marga Durye 

Distrik Kambrauw.  

- Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, 

Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT. 

Hanurata Unit Papua Barat No. : 2/BA/HNT-

KMN/I/2018 yang dilaksanakan di Kantor 

Kaimana pada tanggal 29 Januari 2018, 

ditandatangani oleh Ir. Untung Kariadi 

(Manager Unit), dan  dihadiri oleh 15 

perwakilan dari 5 (lima) desa yang ada 

disekitar areal kerja yaitu : desa Rauna, Tairi, 

Ubia, Bahumia dan Werafuta. Berita Acara 

tersebut dilampiri notulen rapat, daftar hadir 

dan foto dokumentasi. 

- BAP Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola 

Sosial dan Kawasan Lindung PT Hanurata 

Unit Papua Barat No. 1/BA/HNT-KMN/II/2019 

pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, 

bertempat di Kantor PT Hanurata Unit Papua 

Barat di Kaimana kepada masyarakat 

pemegang ulayat di areal PT Hanurata Unit 

Papua Barat. 

- PT HANURATA  telah melakukan pendekatan 

dan sosialisasi atas kegiatan CD/ CSR 

kepada masyarakat yaitu pada pemberian 

bantuan dan fee kompensasi atas produksi 

kayu dan program lainnya seperti 

peningkatan perekonomian masyarakat dan 

peningkatan pendidikan masyarakat. 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

(D) 6 4 

- Terdapat SK Direksi PT Hanurata No. 

676/Kep/Dir/C/XII/2018 tanggal 19 Desember 

2018 tentang Revisi Penunjukkan dan 

Penetapan Kawasan Lindung di IUPHHK-HA 

PT Hanurata Papua Barat seluas 21.042 ha 

dengan perincian Sempadan Sungai ± 3.760 

ha, Buffer Zone Hutan Lindung ± 5.980 ha,  

KPPN ± 1.424 ha dan Kawasan Konservasi 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Insitu (KKI) ± 9.878 ha 

- Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, 

Kelola Sosial dan Kawasan Lindung PT. 

Hanurata Unit Papua Barat No. : 2/BA/HNT-

KMN/I/2018 yang dilaksanakan di Kantor 

Kaimana pada tanggal 29 Januari 2018, 

ditandatangani oleh Ir. Untung Kariadi 

(Manager Unit), dan  dihadiri oleh 15 

perwakilan dari 5 (lima) desa yang ada 

disekitar areal kerja yaitu : desa Rauna, Tairi, 

Ubia, Bahumia dan Werafuta. Berita Acara 

tersebut dilampiri notulen rapat, daftar hadir 

dan foto dokumentasi. 

- BAP Sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kelola 

Sosial dan Kawasan Lindung PT Hanurata 

Unit Papua Barat No. 1/BA/HNT-KMN/II/2019 

pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, 

bertempat di Kantor PT Hanurata Unit Papua 

Barat di Kaimana kepada masyarakat 

pemegang ulayat di areal PT Hanurata Unit 

Papua Barat.. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI 

INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Panjang 

(management plan) yang 

telah Disetujui oleh Pejabat 

yang Berwenang  

(D) 

6 6 (Baik) PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki 

dokumen rencana jangka panjang 

(manajemen plan) berupa dokumen Revisi 

RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua 

Barat Periode Tahun 2015-2021 yang 

disusun berbasis Inventarisasi Menyeluruh 

Berkala (IHMB) dan lampiran Peta 

RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000. Revisi 

RKUPHHK-HA telah disahkan oleh pejabat 

yang berwenang berdasarkan SK Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

8270/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 

Tanggal 29 November 2018 tentang 

Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam 

Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis 

Inventarisasi Menyeluruh Berkala (IHMB) 



 
 

Halaman 14 dari 55 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Periode Tahun 2015-2021 atas nama PT 

Hanurata (Unit Papua Barat) Provinsi 

Papua Barat. Pengesahan Revisi RKU 

ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal 

Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd Dr. 

Hilman Nugroho (NIP. 19590615 198603 1 

004) 

Tidak terdapat peringatan terkait 

pemenuhan RKUPHHK-HA. 

2. 2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang  

(D) 

6 6 (Baik) Untuk melihat kesesuaian implementasi 

penataan areal kerja blok RKT 2018 dan 

RKT 2019 dengan RKU dilakukan dengan 

menyandingkan secara visual antara peta 

RKT 2018 dengan Peta Revisi RKUPHHK-

HA Periode 2015 – 2021 yang disahkan 

tahun 2014 dan blok RKT 2019 dengan 

Peta Revisi RKUPHHK-HA Periode 2015 – 

2021 yang disahkan tahun 2018. Hasil 

penyandingan luasan pada RKU dan RKT 

disajikan pada tabel di bawah ini 

Tahun 

RKT 

RKU 

(Ha) 

RKT 

(Ha) 

% 

Kesesuaian 

RKT dengan 

RKU 

2018    

Blok I 3.720 3.528 94,84 

Blok II 3.324 3.515 105,75 

Jumlah 7.044 7.043 99,99 

2019    

Blok I 3.562 3.562 100,00 

Blok II 3.528 3.528 100,00 

Jumlah  7.090 7.090 100,00 

Sumber : Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 

2015-2021 yang disahkan tahun 2014 

dan Tahun 2018, RKT 2018 dan 2019 

Berdasarkan tabel diatas, Implementasi 

kesesuaian PAK RKT 2018 dan 2019  

sebesar 100% atau berada pada lokasi 

areal kerja yang sesuai dengan alokasi 

Revisi RKUPHHK-HA periode 2015-2021. 

3. 2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak / compartemen kerja  

(D) 

6 4 (Sedang) Hasil uji petik secara purposive terhadap 

keberadaan dan kualitas batas blok dan 

batas petak tebangan di lapangan pada 

blok RKT tahun 2018 yang telah selesai 

dikerjakan pada blok II Bahomia terdapat 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

penandaan batas-batas blok dalam kondisi 

baik dan terlihat jelas di lapangan.  

Adapun kondisi penandaan batas blok dan 

batas petak RKT 2018 di lapangan sebagai 

berikut: 

1. Plang batas Blok RKT 2018 di Petak 

U-80 dan Areal Hutan Produksi yang 

dapat dikonversi (HPK) dengan 

koordinat : S 03
o
 06’ 32,9”  ; E 133

o
 

19’ 34,6”, dimana batas blok dengan 

cat merah, dan berbatasan dengan 

petak U-80 RKT 2018. 

2. Batas petak T-80 dan T-79 RKT 2018  

dengan koordinat S 03
o
 06’ 57,0”  ; E 

133
o
 18’ 56,1”, terdapat plang batas 

dan cat pada batas. 

3. Batas petak S-80/T-80/S-79/T-79 

dengan koordinat S 03
o
 06’ 57,1”  ; E 

133
o
 18’ 48,6”, terdapat patok batas 

dari kayu dan cat pada batas. 

4. Batas petak T-81/U-81/U-80/T-80 

dengan koordinat S 03
o
 06’ 24,2”  ; E 

133
o
 19’ 21,1”, terdapat patok batas 

dan cat pada batas. 

Sedangkan untuk RKT Tahun 2019 belum 

dikerjakan karena kondisi aksesibilitas 

menuju blok terkendala oleh cuaca atau 

hujan yang terus menerus. 

 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/18 ) 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe 

Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.2.1.  

Terdapat Data Potensi 

Tegakan per Tipe Ekosistem 

yang ada (Berbasis IHMB / 

Survei potensi, ITSP, Risalah 

Hutan) 

6 6 (Baik) PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki 

data potensi tegakan berdasarkan Hasil 

IHMB Tahun 2011 dan terlampir dalam 

dokumen RKUPHHK-HA dengan kondisi 

Sediaan Kayu yang dapat dimanfaatkan 

dengan kelas diameter : 

- 40 cm up rata-rata sebesar 22,84 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(D) Btng/Ha dengan volume 72,22 M3/Ha. 

- 50 cm up rata-rata sebesar 14,94 

Btng/Ha dengan volume 60,13 M3/Ha. 

Selain itu tersedia data potensi 

berdasarkan rekapitulasi LHC pada 

periode 3 tahun terakhir didapatkan data 

potensi tegakan dengan kondisi : 

- Blok RKT  Tahun 2019 seluas 7.090 

Ha pada diamater >50 cm up dengan 

jumlah pohon rata-rata 3,94 pohon/ha 

dan volume sebesar 20,06 m3/Ha. 

- Blok RKT Tahun 2018 seluas 7.043 Ha 

pada diamater >50 cm up dengan 

jumlah pohon rata-rata 4,45 pohon/ha 

dan volume sebesar 19,83 m3/Ha. 

- Blok RKT Tahun 2017 seluas 4.704 Ha 

pada diamater >50 cm up dengan 

jumlah pohon rata-rata 3,27 pohon/ha 

dan volume sebesar 17,53 m3/Ha. 

Berdasarkan peta sebaran pohon skala 

1:1.000 tersedia keberadaan dokumen 

kelengkapan ITSP yaitu Peta yang 

menggambarkan Sebaran Pohon, jalur 

Survey dan Kontur. Sampling Petak pada 

Sample Peta Penyebaran Pohon Petak 

T79 dan T80  (Tahun 2018) dan Petak K73 

dan N71 (Tahun 2019). 

2. 2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

(CD) 

3 2 (Sedang) PT Hanurata Unit Papua Barat telah 

memiliki SOP Pembuatan dan 

Pemeliharaan Petak Ukur Permanen (PUP) 

dengan nomor dokumen : HNT/PL/446.29 

Revisi 01 tanggal 15 Januari 2015, dan isi 

dari SOP telah sesuai dengan ketentuan 

yaitu mengacu pada SK Surat Keputusan 

Kepala Bidang Litbang Kehutanan Nomor : 

38/KPTS/VI-HM-3/93, tanggal 9 Juni 1993. 

Areal kerja PT Hanurata Unit Papua Barat 

memiliki 1 (satu) tipe ekosistem hutan 

dataran tinggi.  

Selama periode Audit Penilkan Tahun 

2019, tersedia Laporan Hasil Pengukuran 

PUP pada Petak H54  Blok I Ubia RKT 

2017. Pengukuran baru dilakukan 1 kali 

pada bulan Mei 2018 (Pengamatan T.0) 

dan Petak V73 Blok II Bahomia RKT 2015 

dengan pengukuran baru dilakukan 1 kali 

pada bulan Oktober 2018 (Pengamatan 

T.0).  

Namun demikian, pada periode 

sebelumnya, PT Hanurata Unit Papua 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Barat juga tersedia Laporan Analisa 

Pertumbuhan Diameter (Riap Diamater) 

Tahun 2013 di Blok II Bahomia pada areal 

bekas tebangan RKT 2008 Petak 22 BJ 

dan Blok I  Ubia  pada areal bekas 

tebangan RKT 2009 Petak 40 AP. 

Uji petik lokasi PUP tidak dilakukan karena 

jalan menuju lokasi tidak dapat dilalui 

karena longsor dan hancur akibat hujan 

yang terus menerus, hanya papan nama 

PUP Petak V73 Blok II Bahomia RKT 2015 

telah tersedia di lapangan dengan 

koordinat S 03
o
 10’ 11,45”  ; E 133

o
 20’ 

20,47” 

3. 2.2.3.  

Terdapat Perhitungan Internal 

/self JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

(CD) 

3 2 (Sedang) Selama periode Audit Penilikan Tahun 

2019, terdapat data hasil pengukuran 

tegakan pada pengamatan T.0 

(pengukuran ke-1) di 6 plot PUP di Petak 

H54  Blok I Ubia RKT 2017 dan Petak V73 

Blok II Bahomia RKT 2015 yang telah 

dihitung sampai dengan hasil volume per 

batang sehingga riap tegakan belum dapat 

di analisis. Sedangkan hasil verifikasi 

bahwa JTT didasarkan pada hasil ITSP.  

Adapun hasil analisis pertumbuhan riap 

pada tahun 2013, juga belum digunakan 

sebagai penentuan JTT sendiri.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12 ) 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

6 6 (Baik) Berdasarkan kajian dan biofisik areal kerja 

PT Hanurata Unit papua Barat untuk saat 

ini Sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam 

Indonesia (TPTI). 

Pelaksanaan sistem silvkultur ini mengacu 

kepada Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.11/Menhut-II/2009 jo  

P.65/Menhut-II/2014   tentang Sistem 

silvikultur dalam areal Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua Barat 

memiliki areal yang sebagian besar 

dengan fungsi hutan Hutan Produksi 

Terbatas (HP) sehingga tahapan kegiatan 

TPTI yang dilakukan dalam pengelolaan 

hutan produksi terdiri dari   

- Penataan Areal Kerja (PAK) 

- Inventarisasi Tegakan Sebelum 

Penebangan (ITSP),  

- Pembukaan Wilayah Hutan (PWH),  

- Pemanenan,  

- Perapihan 

- Penanaman dan Pemeliharaan tanaman 

Pengayaan,  

- Pembebasan Pohon Binaan dan  

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan,  

Adapun ketersediaan SOP Tahapan 

kegiatan TPTI yang dimiliki PT Hanuarata 

Unit Papua Barat yaitu :  

- SOP PAK No. HNT/PL/446.04a Rev. 1 

tgl. 15 Januari 2015. 

- SOP ITSP No. HNT/PL/446.05 Rev. 1 tgl. 

15 Januari 2015. 

- SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) 

No. HNT/PL/446.07 Rev. 1 tgl. 15 

Januari 2015. 

- SOP Produksi No. HNT/PL/446.08 Rev. 1 

tgl. 15 Januari 2015. 

- SOP Perapihan No. HNT/PL/446.11 Rev. 

1 tgl. 15 Januari 2015. 

- SOP Penanaman dan Pemeliharaan 

Tanaman Pengayaan No. No. 

HNT/PL/446.17 Rev. 1 tgl. 15 Januari 

2015. 

- SOP Pembebasan Pohon Binaan No. 

No. HNT/PL/446.13 Rev. 1 tgl. 15 

Januari 2015. 

- SOP Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan No. No. HNT/PL/446.20 Rev. 1 tgl. 

15 Januari 2015. 

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen 

SOP pada saat penilikan ke-3 tidak 

terdapat revisi/ perubahan SOP pada 

periode  audit, dengan kondisi dokumen 

SOP sebagaimana tertuang dalam 
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penilaian audit tahap II (sertifikasi aawal) 

sampai dengan penilikan ke-2. 

SOP seluruh tahapan kegiatan sistem 

silvikultur PT Hanurata Unit Papua Barat 

tersedia dengan lengkap, serta isinya 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan 

atau ketentuan (Peraturan Direktur jenderal 

Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-

BPHA/2009). 

2. 2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

6 4 (Sedang) Dapat diverifikasi keberadaan 

implementasi Tahapan Sistem Silvikultur, 

dengan kondisi : 

a. SOP Penataan Areal Kerja 

Tersedia peta Hasil PAK 1:10.000 

sesuai dengan SOP Penataan Areal 

Kerja No. SOP ITSP No. 

HNT/PL/446.05 Rev. 1 tgl. 15 Januari 

2015. 

Dapat diverifikasi keberadaan tanda 

tatas blok rintisan selebar 1,5-2 meter 

dengan cat warna merah warna merah 

sepanjang batas pada pohon. 

Terdapat plang tanda blok 

RKTUPHHK-HA Tahun 2018. (secara 

rinci ver. 2.1.3). 

b. SOP Intentarisasi Tegakan Sebelum 

Penebangan 

Implementasi ITSP PT Hanurata Unit 

Papua Barat dilaksanakan pada Et-2. 

Hasil ITSP Blok RKTUPHHK-HA Tahun 

2018 dan 2019 telah diupload dalam 

SIPUHH. Tersedia peta penyebaran 

pohon skala 1:1.000 sesuai dengan 

SOP. 

c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan 

Implementasi kegiatan PWH pada 

saat audit penilikan ke-3 diketahui 

belum dapat direalisasikan sesuai tata 

waktu sesuai SOP yaitu Et-1 dimana 

relaisasi PWH pada RKTUPHHK-HA 

tahun 2019 dilakukan Et+0. 

d. SOP Pemanenan 

Sampai dengan penilikan ke-3 belum 

ada kegiatan pemanenan RKTUPHHK-

HA tahun 2019 baik di blok (Ubia dan 

Bahumia) dikarenakan faktor cuaca. 

e. SOP Penanaman dan Pemeliharaan 

Tanaman Pengayaan. 
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Berdasarkan dokumen Laporan 

Tahunan TPTI terdapat realisasi 

kegiatan penanaman dan 

Pemeliharaan Tanaman Pengayaan 

eks blok RKT 2015. 

Sedangkan pemeriksaaan lapangan 

tidak dapat dilakukan karena faktor 

cuaca. 

f. SOP Pembebasan Pohon Binaan 

Berdasarkan dokumen Laporan 

Tahunan TPTI terdapat kegiatan 

pembebasan pohon binaan berupa 

pencatatan jumlah dan jenis Pohon 

Binaan dan pembebasan pohon 

binaan dari pohon penyaing / 

penganggu. Sedangkan 

pemeriksaaan lapangan tidak dapat 

dilakukan karena faktor cuaca. 

g. SOP Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan 

Implementasi SOP yang dapat 

diverifikasi berupa kegiatan patroli 

pengamanan dan perlindungan hutan 

yang lebih detail diuraikan pada aspek 

Ekologi Indikator 3.2  

Selain itu, implementasi Perlindunan 

dan Pengamanan Hutan terdapat Tim 

Dalkarhutla, sementara perlindungan 

hutan lainnya berupa plang-plang 

peringatan dan himbauan larangan 

menebang hutan, larangan berburu 

dan pemasangan papan areal yang 

dilindungi. Dari 2 camp tersedia 2 

personil perlindungan hutan yang 

dibantu dengan 4 orang aparat TNI 

yang sudah memiliki tugas Bantuan 

Kendali Operasi (BKO) di PT. Hanurata 

Unit Papua Barat secara bergilir.  

Tersedia 4 regu pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan (60 orang). 

Kegiatan operasional perlindungan 

hutan menjadi tanggungjawab 

bersama seluruh karyawan.  Kualifikasi 

personil RPK belum sesuai ketentuan 

P.32/2016.  . 

3. 2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

(D) 

6 6 (Baik) Berdasarkan Data Pengamatan 

Kecukupan tegakan Tinggal dengan 

menggunakan plot nested sampling pada 

tingkat hidup pohon di Petak T80 dan T79 

masing-masing 2 plot di Areal bekas 
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Tebangan RKT 2018  didapatkan pohon 

inti dan pohon yang disisakan (tidak 

ditebang) dari jenis-jenis komersial yang 

tersebar merata dalam jumlah yang 

mampu menjamin terjadinya kelestarian 

pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan 

rata-rata konversi per hektar sebanyak 94 

batang pohon/Ha (> 25 batang/Ha). 

4. 2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

3 6 (Baik) Berdasarkan Data Pengamatan 

Kecukupan tegakan Tinggal dengan 

menggunakan plot nested sampling pada 

tingkat hidup pohon di Petak T80 dan T79 

masing-masing 2 plot di Areal bekas 

Tebangan RKT 2018  didapatkan pohon 

induk jenis komersial yang menjamin 

ketersediaan permudaan tingkat semai 

dan terdapat permudaan tingkat tiang 

dan/atau pancang dari jenis- jenis 

komersial yang tersebar merata dalam 

jumlah yang mampu menjamin terjadinya 

kelestarian pemanenan hasil pada rotasi 

ke -3 sebanyak 675 batang tiang/Ha (≥ 

100 batang tiang/Ha atau jumlah 

kesetaraannya 400 batang pancang/ha) 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (19/21) 100% = 90,48 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan 

(D) 

6 6 (Baik) Pada Periode Audit Penilikan Ke-3 PHPL PT 

Hanurata Unit Papua Barat tidak terdapat 

perubahan dokumen SOP Reduce Impact 

Logging Nomor : HNT/PL/446.09b Nomor 

Terbit/Revisi A/01  Tanggal Revisi 15 Januari 

2015 disiapkan  oleh Asisten manajer Unit 

Bidang Pengelolaan Hutan, diperiksa oleh 

Manager Camp, dan disahkan oleh Manajer 

Unit. 

SOP Reduce Impact Logging memuat 

urutan kerja : 

- Perencanaan Pemanenan 

- Operasi Pemanenan 
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- Pemeliharaan dan K3 

- Pasca Pemanenan kayu 

2. 2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

(D) 

6 4 (Sedang) Terdapat penerapan teknologi ramah 

lingkungan, diantaranya : 

1. Kegiatan Perencanaan Pemanenan : 

Kegaitan pra perencanaan pemanenan 

telah dilakukan yaitu ITSP. Terdapat peta 

sebaran pohon dengan penggambaran 

sebaran pohon yang dibuat 

menggunakan teknologi software arcGIS. 

Terdapat pelaksanaan Zona Areal hutan 

dan tercapai seluruhnya khususunya 

kawasan lindung. 

Dalam hal perencanaan pemanenan, 

diawali dengan pembuatan rencana trase 

jalan dan pembuatan jalan Et 0. 

2. Kegiatan Operasi Pemanenan Kayu 

Operasi kegiatan pemanenan tidak dapat 

dilakukan uji petik karena pada RKT 2019 

belum ada kegiatan penebangan 

sehingga belum dapat dilakukan 

kesesuaian dengan SOP. 

3. Kegiatan Pemeliharaan dan K3 : 

Terdapat pelaksanaan pemeliharaan Alat 

Produksi berupa pemeliharaan rutin dan 

perbaikan alat di Workshop, dan 

pengelolaan limbah (sparepart bekas dan 

ban bekas) telah tertata. 

Terkait kesehatan camp, berdasarkan 

observasi belum optimal dimana 

pengelolaan sampah dan limbah B3 

belum dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. 

Terkait Keselamatan Kerja, dimana masih 

ditemukan penggunaan peralatan APD 

yang kurang konsisten di Lapangan. 

4. Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu 

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu 

penutupan TPn dengan penanaman 

meskipun belum seluuruhnya serta 

Pembuatan Drainase dan pemeliharaan 

Drainase Jalan dengan Motor Grader. 

Kegiatan lain yang belum optimal, antara 

lain yaitu pembuatan sudetan jalan sarad 

dan penutupan quarry 

3. 2.4.3.  

Tingkat Kerusakan Tegakan 

Tinggal Minimal dan 

6 4 (Sedang) Pada saat dilakukan audit penilikan ke-3 

tidak dapat dilakukan kegiatan uji petik 

penebangan karena faktor cuaca yang 

menyebabkan kegiatan penebangan belum 
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Keterbukaan Wilayah 

(D) 

dapat dilakasanakan, sehingga tingkat 

kerusakan tegakan tinggal masih mengacu 

pada hasil uji petik pengukuran kerusakan 

tegakan pada saat audit Penilikan Ke-1 yaitu 

uji dilakukan pada 1 (satu) buah pohon di 

petak Z-78 Blok RKTUPHHK-HA 2017 Blok II 

Bahumia yaitu pohon nomor 351 (404) jenis 

merbau dengan koordinat LS = 03º 07' 83,3" 

dan E = 133º 22' 08,0" 

Berdasarkan uji petik tersebut diperoleh, 

tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat 

kegiatan penebangan sebesar 25,49%. 

4. 2.4.4.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

(CD) 

3 3 (Baik) Penghitungan limbah hutan minimal dengan 

indikator besaran faktor ekspoitasi dapat 

dilakukan melalui dua cara. Pertama adalah 

menghitung langsung bagian-bagian pohon 

(seksi) yang telah ditrimming termasuk 

limbahnya kemudian dihitung prosentase 

bagian yang dimanfaatkan. Kedua dengan 

cara membandingkan Laporan Hasil 

Penebangan (LHP) dengan Laporan Hasil 

Cruising (LHC). 

Pada saat dilakukan audit penilikan ke-3 

dilakukan dengan membandingkan laporan 

hasil penebangan dengan laporan hasil 

cruising. Berdasarkan uji petik terhadap LHC 

dan LHP dari 4 (empat) petak dengan 

masing-masing petak mengambil 15 sample 

pohon secara acak didapatkan rata-rata nilai 

FE sebesar 0,76. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada 

Areal Kerjanya 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.5.1.  

Keberadaan Dokumen 

Rencana Kerja Jangka Pendek 

(RKT) yang Disusun 

Berdasarkan Rencana Kerja 

Jangka Panjang (RKU) dan 

3 3 (Baik) Berdasarkan telaah dokumen RKT 

selama periode Audit Penilikan Ke-3 

diketahui terdapat: 

 Buku RKT-UPHHK-HA Tahun 2018, 

Peta Lampiran skala 1:50.000 

sebanayak 1 Lembar, dan SK 
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Disahkan Sesuai Peraturan 

yang Berlaku (Dinas Prov, self 

approval)  

(CD) 

Pengesahan RKTUPHHK-HA Tahun 

2018 disahkan secara self approval 

melalui Keputusan Direktur Utama PT 

Hanurata Unit Papua Barat No. 

693/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2017 tgl. 22 

Desember 2017. 

 Buku RKTPHHK-HA Tahun 2019, Peta 

Lampiran skala 1:50.000 sebanyak 1 

Lembar, dan SK Pengesahan 

RKTUPHHK-HA Tahun 2019 disahkan 

secara self approval melalui Keputusan 

Direktur Utama PT Hanurata Unit 

Papua Barat No. 

637/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2018 tgl. 19 

Desember 2018. 

2. 2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

(D) 

6 6 (Baik) PT Hanurata Unit Papua Barat tersedia 

Peta RKT Tahun 2018 skala 1:50.000 dan 

RKT 2019 skala 1:50.000 yang telah 

menggambarkan areal yang boleh 

ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/ dipelihara beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung dan 

telah sesuai dengan peta RKU yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang  

3. 2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja 

Berupa Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelesta-rian 

plasma nutfah / religi /budaya / 

sarana prasarana dan 

Penelitian & Pengembangan) 

(D) 

6 4 (Sedang) Dapat diverifikasi implementasi peta kerja 

berupa penandaan pada sebagian batas 

blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/ dipelihara beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung 

meskipun belum seluruhnya. 

Pemeriksaan lapangan tehadap Blok 

Tebangan dilakukan hanya pada 

RKTUPHHK-HT Tahun 2018, sedangkan 

RKT 2019 belum dikerjakan (uraian di 

verifier 2.1.3). 

Sesuai dengan Peta RKU, RKT 2018 dan 

2019 terdapat penggambaran areal 

dipelihara/dilindungi dan ditetapkan 

sebagai kawasan lindung : 

- Buffer Zone Hutan Lindung, 

- Sempadan Sungai,  

- KPPN,  

- Kawasan Konservasi Insitu (KKI), 

PT Hanurata unit Papua Barat juga telah 

menetapkan kawasan lindung melalui  SK 

Direksi PT Hanurata Nomor : 

676/KEP/DIR/C/XII/2018 Tanggal 18 

Desember 2018 tentang Penunjukan dan 

Penetapan Kawasan Lindung di IUPHHK-

HA PT Hanurata Unit Papua Barat dengan 
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rincian sebagai berikut: 

- Buffer Zone Hutan Lindung seluas + 

5.980 Ha  

- Sempadan Sungai  seluas + 3.760 

Ha  

- KPPN seluas + 1.424 Ha  

- Kawasan Konservasi Insitu (KKI) 

seluas + 9.878 Ha  

Secara sampling dilakukan pemeriksaan 

penandaan Kawasan Lindung di luar blok 

RKT 2018 dan 2019 pada : 

- Sempadan Sungai yaitu Sempadan 

Sungai Gobo, tidak terdapat 

Penandaan Batas berupa cat merah  

dan Plang Sempadan Sungai sesuai 

Peta. 

- Titik  Sempadan S. Gobo pada 

koordinat S 03
0
 12’ 32” dan E 133

0
 

26’ 22” 

4. 2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

(D) 

6 4 (Sedang) - Realisasi volume tebangan total pada 

RKT 2018 sebesar 31.642,90 m3 

atau 27,91 % dari rencana sebesar 

113.390,58 m3 dan per kelompok 

jenis yaitu Jenis Merbau sebesar 

31.245,28 m3 atau 64,97 % dari 

rencana sebesar 48.090,35 m3, Jenis 

Meranti  sebesar 168,69 m3 atau 

0,56 % dari rencana sebesar 

30.279,23 m3 dan jenis Rimba 

Campuran sebesar 228,93 m3 atau 

0,65 % dari rencana sebesar 

35.021,00 m3. Sedangkan RKT 2019 

belum ada kegiatan penebangan. 

- Realisasi luas tebangan RKT 2018 

sebesar 4.080 Ha dari rencana 

sebesar 5.970 Ha sesuai RKT atau 

68,34 % yang berarti lokasi tidak 

melebihi luas yang diizinkan.. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 
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INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi 

Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan 

Kemampuan Sumber daya Manusia 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

(CD) 

3 2 (Sedang) PT Hanurata Unit Papua Barat tersedia 

Laporan Auditor Independen per 31 Desember 

2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto 

Nomor : LAI_AU-041/KAP.BM&W/EW/V/2018 

tanggal 7 Mei 2018. 

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 

Desember 2017 tersebut dapat dianalisis 

kondisi kesehatan finansial PT Hanurata Unit 

Papua Barat sebagai berikut : 

- Likuiditas = 87,29 % (<100%) 

- Solvabilitas = 129,83 % (100-150%) 

- Rentabilitas = 8,44% (Positif) 

Hasil catatan Laporan Auditor Independen 

terhadap laporan keuangan PT Hanurata Unit 

Papua Barat tahun buku terakhir per tanggal 

31 Desember 2017 menyatakan bahwa semua 

data yag disajikan adalah wajar untuk semua 

hal yang bersifat material. 

2. 2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan 

yang dibuat sesuai dengan 

Pedoman Pelaporan 

Keuangan Pemanfaaran Hutan 

Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik) 

(CD) 

3 2 (Sedang) Berdasarkan telaah terhadap dokumen 

rencana berdasarkan RKAP tahun 2017 dan 

Realisasi Dana Pengusahaan Hutan Tahun 

2017 didapatkan angka realisasi dana kelola 

hutan tahun 2017 sebesar Rp. 4.266.176.000,- 

atau 61,86% dari Rencana sebesar Rp. 

6.897.000.000,-  

Sedangkan dokumen rencana berdasarkan 

RKAP tahun 2018 dan Realisasi Dana 

Pengusahaan Hutan Tahun 2018 (Un-Audited) 

didapatkan angka realisasi dana kelola hutan 

tahun 2018 sebesar Rp. 6.770.397.400,- atau 

76,13% dari Rencana sebesar Rp 

8.893.000.000,- . 

3. 2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

(CD) 

 

3 1 Berdasarkan telaah terhadap dokumen 

rencana RKAP tahun 2017 dan realisasi Dana 

Pengusahaan Hutan Tahun 2017 didapatkan 

realisasi terbesar pada kegiatan PAK, 

Penanaman Tanah Kosong dan Penanaman 

Kanan Kiri Jalan sebesar 100% sedangkan 

realisasi terendah pada Penanaman 

Pengayaan sebesar 53,33% sehingga terdapat 

realisasi kurang proporsional dengan 

perbedaan sebesar 46,67 (>20-50%). 

Berdasarkan telaah terhadap dokumen 
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rencana RKAP tahun 2018 dan realisasi Dana 

Pengusahaan Hutan Tahun 2018 didapatkan 

realisasi terbesar pada kegiatan PAK, ITSP, 

Penanaman Tanah Kosong dan Penanaman 

Kanan Kiri Jalan sebesar 100% sedangkan 

realisasi terendah pada kegiatan bantuan 

sosial sebesar 66,20% sehingga terdapat 

realisasi kurang proporsional dengan 

perbedaan sebesar 33,80% (>20-50%). 

4. 2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

(CD) 

3 2 (Sedang) Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis 

kehutanan cukup lancar, hal ini ditunjukan 

dengan realisasi dana untuk kelola hutan tahun 

2017 untuk kegiatan teknis kehutanan berupa 

perencanaan, pembinaan hutan, kebakaran 

dan perlindungan hutan, kewajiban kepada 

lingkungan dan sosial, rata-rata ketercapaian 

sebesar 61,86% dan Tahun 2018 sebesar 

76,13% dari anggaran yang direncanakan. 

Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa 

karyawan bahwa pembayaran baik gaji 

bulanan maupun borongan tidak mengalami 

masalah/ lancar.  

5. 2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

(D) 

6 6 (Baik) Berdasarkan telaah terhadap dokumen 

rencana berdasarkan RKAP tahun 2017 dan 

realisasi Dana Pengusahaan Hutan Tahun 

2017 didapatkan realisasi modal kegiatan 

permbinaan hutan, perlindungan hutan dan 

penanaman tanah kosong sebesar 68,60% dan 

Tahun 2018 sebesar 92,45% atau rata-rata 

selama periode Tahun 2017-2018 sebesar 

80,53%. 

6. 2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan 

Hutan 

(CD) 

3 3 (Baik) Berdasarkan rencana kegiatan fisik 

penanaman sesuai dengan RKTUPHHK-HA 

Tahun 2019 dan realisasi laporan/ berita acara 

pelaksanaan kegiatan penanaman, diketahui 

bahwa Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pembinaan hutan rata-rata sebesar 97,43% 

(>80%). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 
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HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI 

INDIKATOR 3.1. 

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

(D) 

BAIK 3 Luas kawasan lindung sesuai dengan 

dokumen perencanaan yang ada (Revisi 

RKU tahun 2018, Periode 2015-2021). Hasil 

uji petik verifikasi lapangan menunjukkan 

kondisi biofisik kawasan lindung di 

lapangan belum terganggu. 

2. 3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 

tanda batas dikenali) 

(D) 

SEDANG 2 Pada kegiatan Penilikan ke-2 tahun lalu, 

realisasi penandaan batas kawasan lindung 

di PT Hanurata Unit Papua Barat baru 

mencapai 52,98% (9.288 Ha) dari total luas 

yang seharusnya (17.531 Ha).  Pada saat 

Penilikan ke-3 ini sudah ada penambahan 

penandaan batas seluas 3.400 Ha,  

sehingga total realisasi penandaan batas 

kawasan lindung di lapangan menjadi 

12.688 Ha atau 60,29% dari 21.042 Ha. 

3. 3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

(D) 

BAIK 3 Berdasarkan analisis digitasl Peta Citra 

Landsat 7 ETM + 542 Path/Row 105/62 dan 

105/63 Skala 1:100.000 liputan tanggal 4 

Oktober 2016, 14 November 2016, 17 

Januari 2017, 6 Maret 2017. menunjukkan 

kondisi kawasan lindung masih berhutan 

hingga mencapai 97,5% atau seluas 20.510 

Hektar. 

4. 3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

(CD) 

SEDANG 2 Pada saat Penilikan ke-3 ini, belum ada 

penambahan realisasi sosialisasi kawasan 

lindung.  Bukti realisasi sosialisasi masih 

seperti hasil Penilikan ke-2 tahun lalu.  

Sosialisasi dilakukan terhadap 12 kampung 

dari 17 kampung atau sekitar 70,58%. 

5. 3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

(D) 

BAIK 3 Laporan RKL-RPL disampaikan kepada 

pihak terkait secara rutin sesuai ketentuan 

(per semester).  Laporan RKL-RPL didukung 

dengan bukti dokumen pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan pada seluruh jenis 

kawasan lindung hasil landscaping pada 

RKU.  Pengelolaan dan pemantauan 

kawasan lindung meliputi penandaan batas 

dan pemasangan sign board,  pemantauan 

flora dan fauna,  

perlindungan/pengamanan.   

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
24/27 x 100 % = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 
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INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

(D) 

BAIK 3 Telah tersedia prosedur terdokumentasi 

untuk pengelolaan gangguan terhadap 

hutan yang telah diidentifikasi pada 

dokumen AMDAL dan RKL-RPL.  Prosedur 

perlindungan meliputi: pengamanan hutan, 

kebakaran hutan, 

perambahan/perladangan, penggembalaan 

ternak, pembalakan liar, perburuan satwa 

liar, reduced impact logging serta  

pengelolaan limbah. 

2. 3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

(D) 

SEDANG 2 Sarana penunjang untuk kegiatan 

perlindungan hutan selain gangguan 

kebakaran hutan sudah tersedia seperti 

mobil patroli, pos satpam, alat berat untuk 

pemeliharaan jalan, TPS B3, bak sampah, 

dll.  Untuk sarana prasarana pengendalian 

kebakaran hutan sudah ada upaya 

pemenuhan namun masih belum sesuai 

dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/ 

Setjen/Kum.1/3/2016.  Namun demikian 

tingkat resiko terjadinya kebakaran hutan 

dan lahan di areal izin PT. Hanurata Unit 

Papua Barat masih kecil, dengan 

pertimbangan:  

a. Penyebab faktor internal:  Lebih dari 

90% tercover oleh vegetasi hutan tanah 

kering primer dan hutan tanah kering 

sekunder.  Selebihnya merupakan hutan 

basah (rawa pantai).  Tipe Iklim PT. 

Hanurata Unit Papua Barat merupakan 

tipe iklim A (sangat basah). 

b. Faktor eksternal: aksesibilitas dan letak 

PT. Hanurata Unit Papua Barat sangat 

jauh dari pemukiman dan kegiatan 

pertanian penduduk.  Hanya ada satu 

desa yang ada di dalam areal (Desa 

Rauna) yang jumlah penduduknya 

sangat kecil.  Kegiatan perladangan 

masyarakat tidak dilakukan sepanjang 

tahun serta sudah memiliki kearifan lokal 

untuk menjaga lingkungannya. 

c. Belum ada sejarah kebakaran hutan  

yang terjadi di areal izin PT. Hanurata 

Unit Papua Barat. 

3. 3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

(D) 

SEDANG 2 Tersedia 2 personil perlindungan hutan 

yang dibantu dengan 4 orang aparat TNI 

yang sudah memiliki tugas Bantuan Kendali 

Operasi (BKO) di PT. Hanurata Unit Papua 

Barat secara bergilir.  Tersedia 4 regu 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

(60 orang). Kegiatan operasional 

perlindungan hutan menjadi tanggungjawab 

bersama seluruh karyawan.  Kualifikasi 

personil RPK belum sesuai ketentuan 

P.32/2016.   

4. 3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

(D) 

SEDANG 2 Secara umum, sudah ada implementasi 

kegiatan perlindungan hutan dengan 

melakukan kegiatan secara preemptif/ 

preventif seperti pemantauan  titik panas 

(hotspot) secara real time dilakukan di 

kantor Kaimana melalui 

http://sipongi.menlhk.go.id, patroli 

keamanan, dan penyadartahuan melalui 

papan-papan informasi.   

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(18/24) x 100% = 75 % 

Nilai Kinerja Indikator 
SEDANG 

 

INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

(D) 

BAIK 3 Prosedur pengelolaan telah mencakup 

seluruh dampak terhadap tanah dan air 

meliputi: kegiatan PWH, pengadaan bibit, 

pembinaan hutan, pengelolaan limbah, 

pengukuran debit sungai, pemantauan curah 

hujan, konservasi tanah dan air, pemantauan 

erosi dan sedimentasi dan Reduced impact 

Logging. 

2. 3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Sarana pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air, sebagian 

sesuai dengan dokumen perencanaan, 

namun pada saat kunjungan lapangan ke 

eks RKT 2018 Camp Bahomia, tidak 

ditemukan sarana pemantauan erosi, 

pemantauan aliran sungai serta belum ada 

penggantian alat pemantau curah hujan 

(Terbit LKS). Pada tanggal 11 Maret 2019 

(sebelum batas akhir pemenuhan), PT 

Hanurata Unit Papua Barat telah 

mengirimkan bukti pemenuhan berupa:  

1. Foto kegiatan pembuatan plot 

pengamatan erosi dan sedimentasi di 

eks TPn dan eks jalan sarad Blok RKT 

http://sipongi.menlhk.go.id/
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2017 dan 2018. 

2. Foto kegiatan pemasangan alat 

pengukur tinggi muka air sungai (peil 

scale) di Sungai Gobo. 

3. Foto kegiatan pemasangan alat penakar 

curah hujan (ombrometer) 

Sehingga LKS verifier 3.3.2 ditutup.  

3. 3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

 

SEDANG 2 Kecukupan tenaga Ganis Binhut masih 

belum sesuai ketentuan Perdirjen PHPL No. 

P.16/PHPL-IPHH/2015.  Dengan luasan lebih 

dari 200.000 Ha, PT. Hanurata Unit Papua 

Barat wajib memiliki jumlah Ganis Binhut 

minimal sebanyak 10.orang.  Sampai 

dengan Penilikan ke-3 ini hanya memiliki 

Ganis Binhut 2 orang  atau 20% dari 

ketentuan(Terbit LKS). Pada tanggal 11 

Maret 2019 Manajemen PT. Hanurata Unit 

Papua Barat telah mengirimkan dokumen 

pemenuhan berupa bukti transfer ke 

rekening  Bank Mandiri ke Komda APHI 

Papua Barat sebagai koordinator 

penyelenggaraan pelatihan Ganis Binhut 

untuk peserta pelatihan sebanyak 4 orang. 

Bukti transfer tersebut telah divalidasi oleh 

petugas Bank Mandiri pada tanggal 11 Maret 

2019.  Dengan demikian LKS verifier 3.3.3 

ditutup.  

4. 3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

(D) 

SEDANG 2 Pemeliharaan jalan angkutan masih berjalan 

sebagai bagian dari kegiatan teknis sipil 

dalam meminimalkan dampak terhadap 

tanah dan air. Terdapat BAP Kegiatan 

Penanaman Kanan Kiri Jalan dan Tanah 

Kosong Tahun 2018 dengan jumlah bibit 

tertanam sebanyak 25.000 bibit. Kegiatan di 

persemaian masih berjalan dengan 

memproduksi anakan alami (cabutan alam). 

Verifikasi lapangan di Blok Bahomia 

dilakukan pada KM.2 pada titik koordinat 3º 

17’ 58” LS dan 133º 28’ 23” BT.  Realisasi 

penanaman sudah ada. Pada kiri-kanan 

jalan Blok RKT 2016, 2017 dan 2018, tidak 

ditemukan kegiatan penanaman kiri kanan 

jalan, namun recovery tanah terbuka sudah 

ditutupi rumput dan semak, sehingga secara 

alami laju erosi telah berkurang. 

5. 3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Terdapat Laporan RKL-RPL Semester I 

dan semester II Tahun 2018. Dalam 

Laporan tersebut disebutkan 

pemantauan dilakukan di jalan utama, 

bekas jalan sarad dan bekas tebangan. 

Dalam laporan tidak dibahas mengenai 

hasil pemantauan/pengukuran secara 

detil.   PT. Hanurata Unit Papua Barat 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

telah melengkapi sarana pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air, 

sebagaimana bukti pemenuhan LKS 

pada verifier 3.3.2.   

6. 3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Dalam laporan RKL-RPL tidak dibahas 

mengenai hasil pemantauan/pengukuran 

dampak terhadap tanah dan air berupa 

pemantauan curah hujan, laju erosivitas dan 

sedimentasi dan debit air sungai.  Hasil 

verifikasi lapangan dan wawancara diketahui 

kondisi sebagai berikut:  

• Keadaan tanah liat pada saat musim 

hujan susah dilewati kendaraan, 

sehingga aktifitas pengangkutan dan 

pemanenan kayu dihentikan kecuali 

untuk transportasi logistik dan tenaga 

kerja.  

• Aliran air sungai Gobo pada saat musim 

hujan cenderung keruh (terdapat erosi 

dan sedimentasi). 

 Telah ada upaya pemulihan baik secara 

vegetatif maupun teknik sipil.  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(26/36) x 100% =  72,22 % 

Nilai Kinerja Indikator 
SEDANG 

 

INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang 

(rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna yang 

dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan 

endemik mengacu pada 

perundangan/ peraturan yang 

berlaku 

(D) 

SEDANG 2 Terdapat SOP identifikasi dengan kode 

dokumen HNT/PL/446.25, revisi 2-04-2018. 

sudah mengacu ke PP 7/1999 dan 

Appendix CITES, namu belum mengacu 

kepada peraturan menteri terbaru 

P.106/2018, tentang Perubahan kedua atas 

PermenLHK nomor: 

P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang 

Jenis tumbuhan dan Satwa Dilindungi. 

HNT/PL/446.29c, revisi 15-01-2015, SOP ini 

masih bersifat umum, dan belum 

menyajikan secara jelas prosedur 

identifikasi untuk masing-masing jenis 

satwa seperti prosedur untuk identifikasi 

jenis mamalia, burung, reptilia dan 

amphibia.  
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. 3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

(D) 

BAIK 3 Identifikasi secara keseluruhan areal telah 

dilakukan bekerjasama dengan konsultan 

PT. Kyara Solusi Indonesia dan NGO The 

Borneo Initiative dan Tropical Forest 

Foundation yang dilakukan pada 1 Oktober 

2016-21 Oktober 2016.  

Telah dilakukan pemantauan flora dan 

fauna yang berlokasi di seluruh jenis 

kawasan lindung (BZ, KKI dan Sempadan 

Sungai).  Dibuat tanggal 30 Juni 2018 dan 

31 Desember 2018.  

Teridentifikasinya jenis-jenis flora dan fauna 

dengan berbagai status konservasi 

diantaranya: 

a. Telah teridentifikasi 13 Jenis mamalia 

dengan berbagai status konservasi 

yaitu: 8 jenis mamalia dilindungi, dua 

jenis endemik, dua status IUCN (jarang 

dan terancam punah), dan dua jenis 

berkategori Appendix II menurut CITES. 

b. Telah teridentifikasi 140 jenis burung 

dengan berbagai status konservasi 

yaitu: empat jenis endemik, empat jenis 

status IUCN (jarang dan terancam 

punah), 52 jenis dilindungi, serta 31 

jenis berkategori Appendix (I dan II) 

menurut CITES. 

c. Telah teridentifikasi 54 jenis 

Herpetofauna dengan berbagai ketegori 

status konservasi  yaitu: 9 jenis 

dilindungi, 17 jenis Endemik, 39 Jenis 

berstatus IUCN ( LC, DD, N) dan 7 jenis 

berkategori Appendix II (menurut 

CITES). 

d. Telah teridentifikasi 119 jenis flora 

dengan berbagai jenis status konservasi 

diantaranya: 4 jenis status IUCN (VU), 

dan dua jenis dilindungi. 

Hasil pemantuan flora fauna yang dilakukan 

setiap semester tidak jauh berbeda dengan 

hasil penilian HCV. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(10/12) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 
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INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

a.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 

bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

    

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.5.1 

Ketersedian prosedur pengelo-

laan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

(D) 

BAIK 3 Terdapat Prosedur: 

 Pengelolaan Flora Jarang, Langka, 

Terancam Punah, Endemik dan 

Dilindungi: HNT/PL/446.53, revisi 2 

April 2018. 

 Perlindungan Flora dan Fauna: 

HNT/PL/446.29a, revisi 15-01-2015. 

 Pengelolaan Kawasan Konservasi 

Insitu: HNT/PL/446.56, revisi 15-01-

2015. 

Seluruh prosedur pengelolaan telah 

mengacu kepada peraturan yang berlaku 

seerta mencakup seluruh jenis yang 

dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah, dan endemik yang 

terdapat di areal pemegang izin. 

2. 3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 Telah dilakukan pemantauan populasi 

flora sesuai dokumen yang dibuat tanggal 

30 Juni 2018 dan 31 Desember 2018 

yang dilakukan di seluruh jenis kawasan 

lindung (BZ, KKI dan Sempadan Sungai).  

Kegiatan pemasangan papan larangan 

berburu di lapangan, pemasangan poster 

flora dan fauna di kantor merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari 

kegiatan pengelolaan flora dan fauna.  

Hal ini sudah dilakukan oleh PT. Hanurata 

Unit Papua Barat. 

Terdapat implementasi penandaan batas 

kawasan lindung seluas 3.400 Ha pada 

tahun 2018. 

Pengelolaan flora dan fauna masih 

bersifat umum.  Belum ada secara 

spesifik terhadap flora dan fauna 

dilindungi dengan perlakuan khusus.  

3. 3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

SEDANG 2 Dalam Laporan RKL-RPL tidak dibahas 

mengenai kondisi terkini flora dengan 

status dilindungi, jarang, langka, 

terancam punah dan endemik.  Selama 

kegiatan verifikasi lapangan, masih 

dijumpai beberapa jenis flora dengan 

status konservasi VU (nyatoh dan 

kempas) di persemaian.   Di areal izin 
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tidak banyak dijumpai species flora 

dilindungi berdasarkan hasil identifikasi 

menyeluruh pada tahun 2016.  Belum ada 

upaya untuk menilai dinamika sebuah 

species flora dengan berbagai status 

konservasi, sehingga sulit menentukan 

kondisi flora dari tahun ke tahun. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(14/18) x 100% = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator 
SEDANG 

 

INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian 

yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, 

kegiatan, dan pemantauan) 

(D) 

SEDANG 2 Terdapat Standar Prosedur : 

 Pengelolaan Fauna Jarang, Langka, 

Terancam Punah, Endemik dan 

Dilindungi: HNT/PL/446.54, revisi 2 

April 2018 

 Perlindungan Flora dan Fauna: 

HNT/PL/446.29a, revisi 15-01-2015 

 Pengelolaan Kawasan Konservasi 

Insitu: HNT/PL/446.56, revisi 15-01-

2015. 

Prosedur belum mengacu kepada 

peraturan terbaru (PermenLHK Nomor 

P106 Tahun 2018). 

2. 3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan fauna sesuai 

dengan yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 Terdapat implementasi penandaan batas 

kawasan lindung seluas 3.400 Ha pada 

tahun 2018, sebagai bagian dari upaya 

perlindungan disamping kegiatan patroli. 

Terdapat papan-papan peringatan, 

larangan dan himbauan, poster fauna 

dilindungi di kantor sebagai  bentuk 

pengenalan/sosialisasi jenis-jenis fauna 

dengan berbagai status konservasi. 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari 

pengelolaan fauna.  Pengelolaan fauna 

masih bersifat umum.  Belum ada secara 

spesifik terhadap fauna dilindungi dengan 

perlakuan khusus.   
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. 3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

SEDANG 2 Dalam Laporan RKL-RPL tidak dibahas 

mengenai kondisi terkini fauna dengan 

status dilindungi, jarang, langka dan 

terancam punah serta endemik.  Selama 

kegiatan observasi lapangan, masih 

dijumpai fauna rusa dan Gagak Papua 

dengan status konservasi VU (resiko 

rendah).  Belum ada upaya untuk menilai 

dinamika sebuah species fauna dengan 

berbagai status konservasi, sehingga sulit 

menentukan kondisi fauna dari tahun ke 

tahun. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(12/18) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator 
SEDANG 

 

 

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL 

INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan 

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/ 

laporan mengenai pola 

penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, identifikasi 

hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, dan 

rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

dokumen lengkap terkait pola penguasaan 

dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan 

identifikasi hak-hak dasar masyarakat, yang 

dituangkan dalam dokumen Peta 

Kepemilikan Lahan Adat,  Studi Data Dasar 

Sosial Ekonomi dan Laporan Penilaian Hutan 

Bernilai Konservasi Tinggi di Areal PT 

Hanurata Unit Papua Barat Tahun 2016 serta 

Kesepakatan dengan pemilik hak ulayat.  

Rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang 

izin dituangkan dalam dokumen  Revisi 

RKUPHHK-HA Periode 2015-2021, 

RKTUPHHK tahun 2018-2019 dan Rencana 

Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial 

Tahun 2018-2019. 

2. 4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas / rekon-

struksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

prosedur penataan batas partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan yang 

telah direvisi sesuai observasi tahun lalu 

yang mencakup penambahan Instruksi Kerja 

Tata Batas Hak Ulayat di dalam areal dan 

Prosedur Mekanisme penyelesaian konflik 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(CD) yang telah mengacu pada Perdirjen PHPL 

No. P.5/2016.   

3. 4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

mekanisme yang lengkap terkait pengakuan 

hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam perencanaan 

pemanfataan SDH yang legal, lengkap dan 

jelas.  Mekanisme tersebut diantaranya 

tertuang pada SOP Kelola Sosial No. 

HNRT/P-PHAPL/446.21a,  SOP 

Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap 

Hutan No. HNRT/P-PHAPL/446.21d dan SOP  

Pemenuhan Hak Masyarakat Adat No. 

HNRT/P-PHAPL/446.21c. 

4. 4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja unit 

manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat 

(CD) 

Sedang 2 PT Hanurata Unit Papua Barat telah 

mendelineasi luas wilayah hak ulayat di 

dalam areal konsesi sehingga luas tiap 

kampung telah diketahui.  Namun terkait 

batas antar marga belum seluruhnya 

direkonstruksi, tergantung kegiatan 

operasional perusahaan.  Sedangkan tata 

batas areal konsesi belum temu gelang 

dimana terdapat sepanjang 39,44 km yang 

belum ditata batas yang berbatasan dengan 

areal masyarakat kampung yang meliputi 

Kampung Gaka, Guriasa, Tairi, Werafuta, 

Mangera, Kufurea, Ubia, Rauna dan Hia.  

Dengan demikian terdapat sebagian bukti 

terkait luas dan batas kawasan. 

5. 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas areal 

kerja IUPHHK/KPH 

(CD) 

Sedang 2 PT Hanurata Unit Papua Barat dalam 

kegiatan operasionalnya telah mendapat 

persetujuan dan dukungan dari para pihak 

yang meliputi pemerintah pusat/daerah dan 

sebagian masyarakat sekitar areal.  

Persetujuan dari masyarakat berasal dari 

para pemilik hak ulayat yang terlibat, belum 

mencakup keseluruhan pemilik hak 

ulayat/hak adat di dalam areal konsesi. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(19/21 ) 100% =  90,47% 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 
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INDIKATOR 4.2. 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-

dangan yang relevan/berlaku 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

dokumen lengkap yang menyangkut 

tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai 

dengan peraturan perundangan yang 

relevan/berlaku. Dokumen tersebut 

diantaranya tertuang pada dokumen RKU, 

RKT, Laporan Kelola Sosial Tahun 2018, 

Laporan Pembayaran Kompensasi Tahun 

2018 dan Berita Acara Serah Terima 

Pembayaran Kompensasi/Kelola Sosial pada 

masyarakat Tahun 2018. 

2. 4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

mekanisme pemenuhan kewajiban sosial 

terhadap masyarakat dengan lengkap 

diantaranya berdasar  SOP No. HNRT/P-

PHAPL/446.21a tentang Kelola Sosial, SOP 

No. HNRT/P-PHAPL/446.21d tentang 

Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap 

Hutan,  SOP  No. HNRT/P-PHAPL/446.21c 

tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, 

SOP No. HNRT/P-PHAPL/441.03b tentang 

Perencanaan Tenaga Kerja dan kesepakatan 

dengan Petuanan Marga. 

3. 4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH 

(D) 

Sedang 2 PT Hanurata Unit Papua Barat telah 

melakukan kegiatan sosialisasi kepada 

sebagian masyarakat, yang meliputi lokasi 

RKT, visi misi, rencana kelola sosial dan  

kawasan yang dilindungi. Pada RKT 2019 

dihadiri oleh perwakilan Petuanan Marga 

yang terlibat namun tidak dihadiri oleh 

pemerintahan 5 kampung binaan. Selain itu 

bukti kegiatan sosialisasi belum lengkap 

terkait materi dan notulen kegiatan 

sosialisasi. 

4. 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap 

masyarakat /implementasi hak-

hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

bukti yang lengkap terkait realisasi 

pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap 

seluruh masyarakat binaan dan marga 

pemilik gak ulayat yang meliputi realisasi 

kegiatan kelola sosial dan kompensasi 

produksi kayu, dimana realisasi kelola sosial 

mencapai 119% dan fee kompensasi telah 

ditunaikan sebesar                       Rp 

3.804.830.400,- (tidak ada tunggakan). 

5. 4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

laporan/dokumen yang lengkap terkait 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

terkait pelaksanaan tanggung 

jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

(D) 

pelaksanaan tanggung jawab sosial 

pemegang izin termasuk ganti rugi yang 

dituangkan diantaranya pada dokumen 

Laporan Kelola Sosial Tahun 2018, Laporan 

Pembayaran Kompensasi dan Berita Acara 

Kegiatan Kelola Sosial tahun 2018 dan Ganti 

Rugi pembayaran tanaman terhadap 

masyarakat. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(28/30) 100% = 93,33% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 4.3. 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

data dan informasi yang lengkap & jelas 

tentang masyarakat hukum adat dan/ atau 

masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH, diantaranya data tenaga 

kerja lokal, data pemilik hak ulayat di dalam 

areal konsesi, data masyarakat yang 

memanfaatkan HHBK dan data kampung-

kampung yang berada di sekitar areal.   

2. 4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

mekanisme yang legal, lengkap dan jelas 

mengenai peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat, yang 

dituangkan pada SOP No. HNRT/P-

PHAPL/446.21a tentang Kelola Sosial, SOP 

No. HNRT/P-PHAPL/446.21d tentang 

Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap 

Hutan, SOP No. HNRT/PL/446.56 tentang 

Distribusi Insentif dan SOP No. HNRT/P-

PHAPL/441.03b tentang Perencanaan 

Tenaga Kerja.   

3. 4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

(CD) 

Sedang 2 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

dokumen rencana mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktvitas 

ekonomi masyarakat yang tertuang pada 

dokumen Revisi RKU, RKT dan Rencana 

Operasional Kegiatan Kelola Sosial Tahun 

2018.  Pada dokumen RKU dan RKT 

tercakup rencana peningkatan peran serta 

yang berkelanjutan, diantaranya terkait 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dengan pertanian menetap dan peningkatan 

ekonomi, namun pada Rencana Kelola Sosial 

yang diusulkan oleh masyarakat dan 

diakomodir oleh perusahaan belum 

memprioritaskan kegiatan ekonomi produktif 

sehingga perencanaan peningkatan peran 

serta masyarakat masih belum lengkap dan 

jelas. 

4. 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

sasaran 

(D) 

Sedang 2 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

bukti implementasi peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat yang 

mencakup pembayaran kompensasi (100%), 

penyerapan tenaga kerja lokal (15,91%) dan 

realisasi kelola sosial bidang ekonomi 

(16,32%), sehingga rata-rata sebesar 44,08% 

(<50%). 

5. 4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para 

pihak 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

dokumen/laporan mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para pihak yang 

lengkap dan terdokumentasi dengan baik, 

diantaranya tertuang pada dokumen Laporan 

Kelola Sosial Tahun 2018, Laporan 

Pembayaran Kompensasi Tahun 2018, 

Laporan Pembayaran Gaji Karyawan dan 

Pembayaran Kewajiban terhadap Negara 

Tahun 2018.   

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (24/27) 100% = 88,89% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

INDIKATOR 4.4. 

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

mekanisme resolusi konflik, yang tertuang 

pada SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik, 

SOP Komunikasi dan SOP Pencegahan dan 

Pengendalian Perambahan dan Perladangan 

Berpindah.  Prosedur Mekanisme 

Penyelesaian Konflik telah direvisi sesuai 

observasi tahun lalu yaitu mengacu kepada 

Perdirjen PHPL No. P.5/2016 dan telah 

memiliki sistimatika yang lengkap.   
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. 4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

(D) 

Sedang 2 PT Hanurata Unit Papua Barat telah berupaya 

menyusun pemetaan Potensi konflik yang 

mengacu pada  Perdirjen PHPL No. 

P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 

Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi 

Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam 

Hutan Produksi.  Namun tata waktu belum 

sesuai dengan ketentuan dan belum 

dilaporkan ke seluruh dinas terkait. 

3. 4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh 

para pihak 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik 

yang didasarkan pada Surat Keputusan 

Manajer Unit No. 3/SK/MU/HNRT-PB-

KMN/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang 

Organisasi Penyelesaian Konflik PT Hanurata 

Unit Papua Barat dengan Masyarakat Pemilik 

Hak Ulayat. Telah tersedia SDM dan 

pendanaan yang cukup memadai.   

4. 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

dokumen penanganan konflik yang lengkap 

dan jelas yang dituangkan dalam dokumen 

Resolusi Konflik Batas Lahan antar Marga 

Fiamberi – Betina Kampung Tairi pada 

IUPHHK PT Hanurata Kaimana Tahun 2018. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator 
(22/24) 100% = 91,67% 

Nilai Kinerja Indikator 
BAIK 

 

INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

(D) 

Baik 3 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

sarana hubungan industrial melalui Surat 

Perjanjian Kerja dengan Karyawan dan 

Peraturan Perusahaan yang telah disahkan 

oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja Provinsi Papua Barat pada tanggal 13 

September 2018 dengan SK Pengesahan 

No. 560/013/ctt-PP/Distransnaker-PB/2018.   

Dalam pelaksanaannya hubungan industrial 

telah direalisasikan seluruhnya.   

2. 4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

Sedang 2 PT Hanurata Unit Papua Barat telah 

merencanakan kegiatan peningkatan 

kompetensi karyawan dan sebagian besar 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

tenaga kerja 

(D) 

telah diimplementasikan.  Pada tahun 2018 

terdapat 18 kegiatan pelatihan, yang 

terealisasi sebanyak 14 kegiatan (77,78%) 

yang melibatkan 47 orang karyawan.  Terkait 

Ganis baru tersedia 12 orang dari 34 yang 

dipersyaratkan (35,29%).   

3. 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

(D) 

 

Sedang 2 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

dokumen standar jenjang karir yang 

dituangkan dalam Peraturan Perusahaan, 

SOP Penetapan Struktur Organisasi, Uraian 

Jabatan dan Kompetensi Jabatan No. 

HNT/PL/441.01, SOP Perencanaan Tenaga 

Kerja No. HNRT/P-PHAPL/441.03b dan SOP 

No. HNRT/P-PHAPL/441.03a tentang 

Administrasi Personalia.  Kenaikan jenjang 

telah direalisasikan pada pekerjaan yang 

bersifat teknis, sedangkan di lingkup 

manajerial pada setahun terakhir tidak ada 

kenaikan jenjang karir karyawan, sehingga 

baru sebagian direalisasikan.   

4. 4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

(D) 

Sedang 2 PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

dokumen tunjangan kesejahteraan 

karyawan yang dituangkan pada Peraturan 

Perusahaan Periode Tahun 2018-2020, 

dimana sebagian besar telah direalisasikan 

diantaranya tunjangan THR, tunjangan 

jabatan, tunjangan cuti dan fasilitas tempat 

kerja serta mess karyawan.  Tunjangan 

kesehatan telah ditunaikan melalui BPJS 

Kesehatan dan penggantian biaya berobat, 

namun belum tersedia Pos P3K sesuai 

ketentuan Permenakertrans No. Per. 

15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan 

Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.   

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (18/24) 100% = 75,00% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SKIUPHHK) 

M Verifikasi terhadap keberadaan dokumen legal 

terkait perizinan usaha (SK-IUPPHK) yaitu sebagai 

berikut: 

1. SK. Perpanjangan IUPHHK-HA dari Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia No. 

859/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 

2014    tentang Pemberian Perpanjangan Izin 

UPHHK-HA  

2. Peta Lampiran SK IUPHHK-HA Luas ± 

234.470 Ha Skala 1 : 250.000 dan Status 

areal berada pada kawasan hutan  

3. Selain itu terdapat dokumen legal yang 

berkaitan dengan administrasi pendirian PT 

Hanurata Unit Papua Barat sebagai berikut :  

a) Akte pendirian Nomor 52 tanggal 21 

September 1966, dibuat dihadapan 

Adlan Yulizar, SH, SH Notaris di Jakarta  

b) Akte perubahan Nomor  17 tanggal 11 

Maret 2015 oleh Notaris Suandi Halim, 

SH. di Jakarta Selatan dengan Daftar 

Persoroan Nomor : AHU-

0030061.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 

13 Maret 2015 dan perubahan susunan 

Pengurus Perusahaan sebagai berikut : 

- Direktur Utama : Tuan Sugiono 

- Direktur  : Tuan Idi Sanwardi 

- Direktur  : Tuan Ir. Suprapto 

Soekirman 

- Komisaris : dr. H. Hari Sabardi 

c) SIUP telah berlaku efektif sesuai dengan 

ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

dan telah diterbitkan SIUP oleh Lembaga 

Pengelola dan Penyelenggara OSS 

tanggal 11/02/2019 

d) Nomor Induk Berusaha (NIB) 

9120009261716 tanggal 11/02/2019 

dengan Nama KLBI Pengusahaan Hutan 

Alam, Real Estat yang dimiliki Sendiri 

atau Disewa. Kode 02120, 68110 

e) NPWP nomor: 01.003.047.6-073.000 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. 1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). 

M - Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

Nomor: S.649/VI-BIKPHH/2014 tanggal 22 

September 2014 an. PT Hanurata Unit Papua 

Barat. Besarnya SPP adalah Rp 

35.614.406.250,- 

- Nomor: S.294/VI-BIKPHH/2015 tanggal 22 

Juni 2015 an. PT Hanurata Unit Papua Barat. 

Besarnya SPP adalah Rp 1.672.593.750,- 

- Terdapat bukti setor transfer via Bank Mandiri 

yang dibayarkan oleh PT  Hanurata Unit 

Papua Barat  pada tanggal 23 September 

2014 sebesar Rp 35.614.406.250,- 

- Transfer via Bank Mandiri yang dibayarkan 

oleh PT  Hanurata Unit Papua Barat  pada 

tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 

1.672.593.750,- 

 

3. 1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK (jika ada) 

N/A Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang 

sah di areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit 

Papua Barat di luar kegiatan IUPHHK. 

 

 

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh 

yang berwenang 

  

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4. 2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah hutan 

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval. 

c) Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut. 

M - Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata 

Unit Jayapura yang telah disahkan oleh 

Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK 

Nomor SK.8270/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2018  tanggal 29 

November 2018 dan ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari Dr. Hilman Nugroho -  NIP 

19590615 198603 1 004 atas nama Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen 

RKUPHHK-HA dan Revisinya dilengkapi 

lampiran peta Skala 1 : 100.000. 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 

2018 yang telah disahkan secara Self 

Approval oleh Direktur PT Hanurata Unit 

Papua Barat dengan SK No. 

693/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2017 tanggal 22 

Desember 2017 dengan target seluas 5.970 

Ha Volume 113.390,58 M3 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 

2019 yang telah disahkan secara Self 

Approval oleh Direktur PT Hanurata Unit 

Papua Barat dengan SK No. 
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637/SKEP/DIR/A/RKT/XII/2018 tanggal 19 

Desember 2018 dengan target seluas 7.090 

Ha Volume 131.401,52 M3 

- PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki 

tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas 

nama : 

 Lod Worabay Reg. 00075-16/CANHUT/ 

XXXIII/ 2018 masa berlaku 23/05/2018 – 

22/05/2021 

 Stevin Valenthino, S.Hut Reg. 00487-16/ 

CANHUT/XXXIII/2018 masa berlaku 

12/04/2018 – 11/04/2021 

5. 2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Peta 

RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 yang 

memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang 

berupa Buffer Zone Hutan Lindung; Sempadan 

Sungai, Kawasan Konservasi Insitu (KKI)  dan 

KPPN. 

Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti 

adanya penandaan pada areal yang tidak boleh 

ditebang antara lain : 

1. Sempadan Sungai Gobo pada koordinat S 

03
0
 12’ 32,3” dan E 133

0
 26’ 22,3” Lokasi 

sesuai di peta dengan di lapangan dan 

kondisi penutupan lahan Sempadan Sungai 

Gobo masih bagus. 

2. Areal Kawasan Konservasi Insitu Blok 

Bahomia pada koordinat S 03
0
 18’ 00,3” dan 

E 133
0
 28’ 36,3” lokasi sesuai dengan 

penandaan di peta RKT 2018 dan RKT 2019 

3. Buffer Zone HL lokasi bersebelahan dengan 

KKI pada koordinat S 03
0
 17’ 58,4” dan E 

133
0
 28’ 23,9” lokasi sesuai dengan 

penandaan di peta RKT 2018 dan RKT 2019 

6. 2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

M Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Hanurata 

Unit Papua Barat Tahun 2018 dengan Skala 1 : 

50.000 telah didapatkan penandaan petak-petak 

tebangan yang disahkan. 

Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada 

lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2018, diantaranya : 

 Ditemukan plang batas Blok RKT 2018 di 

Petak U-80 dan Areal Hutan Produksi yang 

dapat dikonversi (HPK) dengan koordinat : S 

03
o
 06’ 47,7”  ; E 133

o
 19’ 28,0”, dimana 

batas blok dengan cat merah, dan 

berbatasan dengan petak U-80 RKT 2018. 

 Batas petak T-80 dan T-79 RKT 2018  dengan 

koordinat S 03
o
 06’ 56,8”  ; E 133

o
 18’ 53,8”, 

terdapat plang batas dan cat pada batas. 

 Batas petak S-80/T-80/S-79/T-79 pada 
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koordinat S 03
o
 06’ 57,0”  ; E 133

o
 18’ 48,7”, 

terdapat patok batas dari kayu dan cat batas. 

 Batas petak T-81/U-81/U-80/T-80 dengan 

koordinat S 03
o
 06’ 24,6”  ; E 133

o
 19’ 21,2”, 

terdapat patok batas dan cat pada batas. 

 

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7. 2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M 1. Dok. RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Papua 

Barat legal dan sah periode Tahun 2015 – 

2021 dan peta lampirannya skala 1 : 100.000 

telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan 

No. 68/BUHA-2/2014 tanggal 24 Desember 

2014 dan ditandatangani oleh Direktur Usaha 

Hutan Produksi Ir. Herry Priyono, MM -  NIP 

19560425 198203 1 010 atas nama Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

2. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Hanurata 

Unit Jayapura yang telah disahkan oleh 

Direktur Jenderal PHPL sesuai dengan SK 

Nomor SK.8270/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/11/2018  tanggal 29 

November 2018 dan ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari Dr. Hilman Nugroho -  NIP 

19590615 198603 1 004 atas nama Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

3. Dokumen RKUPHHK-HA dan Revisinya 

dilengkapi lampiran peta Skala 1 : 100.000. 

8. 2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-

faatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

N/A PT Hanurata Unit Papua Barat adalah pemegang 

IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan 

penebangan untuk penyiapan lahan yang 

digunakan untuk membangun hutan tanaman 

industri. 

 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1 : 
Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah 

di LHP-kan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9. 3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan petugas 

pembuat LHP pada RKT Tahun 2018 atas nama Ronny 

Djitmau Reg. 00145-16/PKB-R/XXXIII/2017 dan Yespi 

Natingkaseh Reg. 00014-16/PKB-R/XXXIII/ 2017. 

PT Hanurata Unit Papua Barat telah membuat/ menerbitkan 
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LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 

2018 sebanyak 4.287 Batang dan 31.042,90 M3 atau  27,38% 

dari target sebesar 113.390,58 M3 

- Berdasarkan verifikasi dokumen LMKB pada TPK Hutan 

dan TPK Antara di dua lokasi yaitu Blok Ubia dan Blok 

Bahomia terdapat stok kayu sebanyak 2.634 Batang 

volume 20.425,51 M3 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Di TPK Hutan Blok Ubia sebanyak 141 Batang Volume 

1.622,44 M3 

b. Di TPK Antara Ubia sebanyak 433 Batang Volume 

4.417,15 M3 

c. Di TPK Hutan Blok Bahomia sebanyak 1.461 Batang 

Volume 10.578,64 M3 

d. Di TPK Antara Bahomia sebanyak 599 Batang Volume 

3.807,28 M3 

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu 

yang berada di TPK Antara Bahomia pada koordinat S 03° 18’ 

00,54’’ dan E 133° 28’ 46,98’’ dengan jumlah sample 

sebanyak 100 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian 

pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang 

tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,61 %. 

Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Hutan Bahomia pada 

koordinat S 03° 06’ 28,0’’ dan E 133° 19’ 56,0’’ diketahui 

bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP 

 

 

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya 

hasil hutan 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10. 3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 

dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

M PT Hanurata Unit Papua Barat telah menetapkan 

lokasi TPK Hutan, TPK Antara Ubia dan Bahomia 

dan telah terupload pada website SIPUHH Online 

sebagai berikut : 

- SK Manager Unit  No. 07/HNRT-PB-

KMN/SK.MU/V/ 2018 tanggal 11 Mei 2018  

tentang Revisi SK MU No. 05/HNRT-PB-

KMN/SK.MU/X/2017 tentang Penetapan Tempat 

Penimbunan Kayu (TPK) Hutan PT Hanurata 

Unit Papua Barat. 

- SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua 

Barat No. SK. 522.2/417/DISHUT-PB/TPK-

ANTARA/ II/2017 tanggal 10 Februari 2017 

tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu 

(TPK) Antara an. PT Hanurata Unit Papua Barat. 

Berdasarkan SK tersebut PT Hanurata Unit 

Papua Barat memiliki TPK Antara sebagai 

berikut : 

 TPK Antara Camp Bahomia pada 

koordinat S 03° 18’ 00,54’’; dan E 

133°28’46,98’’  

 TPK Antara Camp Ubia pada koordinat S 
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03° 23’ 22,50’’; dan E 133° 24’ 24,12’’ 

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki Ganis yang 

bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu 

Ahmad Musaad Reg. 00013-16/PKB-R/XXXIII/2017 

berlaku s.d 02/03/2020 dan Soleman Palinggi Reg. 

00338-16/PKB-R/XXXIII/2016 berlaku s.d. 

12/04/2019 

Terdapat Ganis P3KB atas nama Daud Rasyid Reg. 

00102-16/PKB-R/XXXIII/2018 berlaku s.d. 

08/11/2021 dan Rais Rasyid Reg. 00005-16/PKB-

R/XXXIII/2017 berlaku s.d. 15/01/2020 

Selama periode audit, PT Hanurata Unit Papua 

Barat telah melakukan penerbitan dokumen 

angkutan yang sah menggunakan dokumen 

SKSHHK sesuai ketentuan, yaitu: 

1. Dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 986 

Set sejumlah 4.607 Batang dengan Volume 

37.038,82 M
3
 terdiri dari : 

a) TPK Hutan menuju TPK Antara Ubia 

sebanyak 555 set SKSHHK 2.398 batang 

volume sebesar 22.327,97 M
3
. 

b) TPK Hutan menuju TPK Antara Bahumia 

sebanyak 431 set SKSHHK 2.209 batang 

volume sebesar 14.710,85 M
3
. 

2. Dari TPK Antara ke Industri di Gresik sejumlah 

7 Set Dokumen sebanyak 3.408 Batang 

Volume 27.289,77 M
3
 terdiri atas : 

a) TPK Antara Ubia menuju TPK Industri di 

Gresik menggunakan Tongkang dan Tug 

Boat sebanyak 4 set SKSHHK 1.985 

batang volume sebesar 17.910,82 M
3
. 

b) TPK Antara Bahumia menuju TPK Industri 

di Gresik dengan menggunakan 

Tongkang dan Tug Boat sebanyak 3 set 

SKSHHK 1.423 batang volume sebesar 

9.378,95 m
3
. 

PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki izin 

dispensasi pengiriman kayu bulat keluar wilayah 

Provinsi Papua Barat sesuai dengan Surat Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir. Runaweri 

F.H., MM No. 522.2/39/DISHUT-PB/I/2019 tanggal 

17 Januari 2019. 

 

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

11. 3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode pada 

kayu bulat  dari pemegang IUPHHK-HA 

bisa dilacak balak 

M PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan 

penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan 

terdapat sarana prasarana di Basecamp Ubia dan 

Bahomia serta di Kantor Unit Kaimana PT Hanurata 

Unit Papua Barat beserta SDM-nya. 

Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat 
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baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain 

sbb: 

1. Barcode SIPUHH warna kuning  

2. Label No. Produksi/ Nomor bantu dengan 

warna yang berbeda yang menunjukkan 

perbedaan dari marga masyarakat adat 

setempat untuk kepentingan pembayaran fee.  

 

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan 

bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. 

Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT 

Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki identitas 

dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan 

sampling pengecekan pada Petak T-79 dan Petak 

T-80 RKT 2018.  

12. 3.1.3.b.  

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

M PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan 

penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan 

terdapat sarana prasarana di Basecamp Ubia dan 

Bahomia serta di Kantor Unit Kaimana PT Hanurata 

Unit Papua Barat beserta SDM-nya. 

Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ 

digunakan tidak sepenuhnya diimplementasikan 

dilapangan, PT Hanurata Unit Papua Barat telah 

melakukan penatausahaan kayu melalui SIPUHH 

Online dan penandaan kayu diterapkan di lapangan 

secara konsisten serta uji petik lacak balak 

menunjukkan bahwa kayu PT Hanurata Unit Papua 

Barat dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak 

tebangan. 

 

 

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

13. 3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

M PT Hanurata Unit Papua Barat memiliki arsip 

dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar 

Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar 

dari TPK Hutan ke TPK Antara.  

Selama periode audit, PT Hanurata Unit Papua 

Barat telah melakukan penerbitan dokumen 

angkutan yang sah menggunakan dokumen 

SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu 

keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK 

Antara dengan produksi dan jumlah seperti pada 

verifier 3.1.2. 

 

 

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 
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14. 3.2.1.a.  

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan 

kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Adapun total SPP 

yang diterbitkan sbb : 

- DR sebesar US$ 503.847,72 

- PSDH sebesar Rp 5.798.801.620 

 

15. 3.2.1.b.  

Bukti setor DR dan atau PSDH 

M Terdapat bukti setor melalui transfer kepada 

rekening yang benar via Bank Mandiri dan telah 

diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum 

nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan 

Negara) pada masing-masing bukti setor yang 

dibayarkan dengan total : 

- DR sebesar US$ 503.847,72 

- PSDH sebesar Rp 5.798.801.620 

 

16. 3.2.1.c.  

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

hutan alam (termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan 

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

M PT Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan 

pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai 

dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan.  

Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR 

dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku 

untuk wilayah Papua 

(PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No 

P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017) 

 

 

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai 

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17. 3.3.1. 

Dokumen PKAPT 

M PT Hanurata memiliki dokumen PKAPT dengan 

Nomor PKAPT 09.05.1.00076 berlaku sampai 

dengan 27 April 2018. 

Sejak tangal 27 April 2018 sampai dengan akhir 

bulan Juli 2018 PT Hanurata Unit Papua Barat tidak 

menerbitkan dokumen SKSHHK yang mengirimkan 

kayu ke luar Pulau Papua.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 

81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 

68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu 

Antar Pulau, selanjutnya PT Hanurata Unit Papua 

Barat tidak perlu memperpanjang izin PKAPT 
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Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera 

Indonesia dan memiliki izin yang sah 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18. 3.3.2.  

Dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal 

M Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK 

selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT 

Hanurata Unit Papua Barat telah melakukan 

penjualan kayu keluar pulau Papua Barat dengan 

menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia 

dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port 

Clearence) yang digunakan untuk mengangkut 

kayu hasil produksi PT Hanurata Unit Papua Barat. 

Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut 

dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah 

memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera 

Indonesia. 

 

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19. 3.4.1.  

Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

M PT Hanurata Unit Papua Barat merupakan 

pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki 

sertifikat PHPL dari LPPHPL PT Trustindo Prima 

Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 

011.SPHPL.019-IDN  

PT Hanurata Unit Papua Barat melakukan 

penatausahaan kayu dengan menggunakan 

SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal 

pada barcode kayu (ditempelkan pada bontos 

kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan 

sesuai dengan ketentuan 

 

 

 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai 

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20. 4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL 

 

M Terdapat Dokumen Laporan Utama Analisis 

Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT 

Hanurata Coy Ltd telah disetujui oleh Komisi Pusat 

Amdal Departemen Kehutanan dengan  nomor 

persetujuan No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 

Januari 1995. Dokumen RKL merupakan hasil 

perbaikan dengan memperhatikan hasil rapat 

pembahasan dengan Komisi Pusat Amdal 

Departemen Kehutanan tanggal 29 September 

1994 dan Surat dari Sekretaris Komisi Pusat Amdal 

Departemen Kehutanan No. 617/VI-

BKPA/Setdal/1994 tanggal 5 Oktober 1994 perihal 
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penyempurnaan Laporan RKL dan RPL HPH PT 

Hanurata Coy Ltd. 

Dokumen RKL dan RPL Analisis Dampak 

Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Hanurata 

Coy Ltd telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal 

Departemen Kehutanan dengan  nomor 

persetujuan No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 

Januari 1995. 

 

 

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan 

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat 

sosial. 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

21. 4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M Dokumen RKL dan RPL Analisis Dampak 

Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Hanurata 

Coy Ltd telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal 

Departemen Kehutanan dengan  nomor 

persetujuan No.11/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 

Januari 1995. Dokumen RKL merupakan hasil 

perbaikan dengan memperhatikan hasil rapat 

pembahasan dengan Komisi Pusat Amdal 

Departemen Kehutanan tanggal 29 September 

1994 dan Surat dari Sekretaris Komisi Pusat Amdal 

Departemen Kehutanan No. 617/VI-

BKPA/Setdal/1994 tanggal 5 Oktober 1994 perihal 

penyempurnaan Laporan RKL dan RPL HPH PT 

Hanurata Coy Ltd. 

22 4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek 

fisik-kimia, biologi dan sosial 

M Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada 

periode audit yaitu : 

a. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk 

periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2018 

b. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk 

periode Semester II (Juli – Desember) Tahun 

2018. 

Laporan RKL dan RPL tersebut telah disampaikan 

kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Kaimana tanggal 02 Juli 2018 

dan tanggal 23 Januari 2019 

 

 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

23. 5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M PT Hanurata memiliki SOP K3 yang diterbitkan pada 

1 Desember 2011 dan telah direvisi (Revisi 1) pada 

15 Januari 2015. Revisi dilakukan dalam rangka 

penyesusaian dengan izin Perpanjangan IUPHHK. 

Prosedur disiapkan oleh Kabag Umum dan 

Personalkia, diperiksa oleh Manajer Camp dan 

disahkan oleh Manajer Unit. Prosedur memuat 
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Tujhuan, Kebijakan K3, Ruang Lingkup, Penanggung 

Jawab, Rincian Prosedur Pengelolaan K3 dan 

Struktur Organisasi P2K3. 

Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang telah 

disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat sesuai dengan SK 

No. KEP.566/177/Distransnaker-PB/KW-FF/2018 

tanggal 01 Oktober 2018 dengan susunan pengurus 

P2K3 sebagai berikut : 

Ketua : Untung Kariadi 

Wakil Ketua : Chris Hanaya Fian 

Sekretaris : Ade Fajar Prayoga 

Anggota  : Agustinus; Marius Amin; Yudi; 

Adolinus Leis Nagmelubun; Gatot 

Maryanto; Johanis Elia Musa 

Rahajaan; Lod Worabay; La Bariu 

24. 5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

M - Keberadaan Peralatan K3 PT Hanurata Unit 

Papua Barat dapat diverifikasi sesuai dengan 

Daftar Peralatan K3. Diverifikasi bahwa terdapat 

peralatan K3 dengan rincian : Sepatu 

Safety/Boot; Helm; Sarung tangan; APAR; Rompi 

Safety; Kotak P3K; Lemari Obat 

- Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang 

dilaksanakan dengan metode sampling 

diantaranya : Kotak P3K tersebar di Workshop, 

Kantor, dan logpond; APAR; APD; Papan 

Himbauan K3; Rambu-rambu jalan 

25. 5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

M Terdapat laporan dan catatan kecelakaan kerja di PT 

Hanurata Unit Papua Barat yang dibuat setip bulan 

dan tercatat terdapat catatan kejadian kecelakaan 

kerja sebagai berikut : 

a. Basecamp Ubia 

- Tanggal 23 Agustus 2018 terjadi kecelakaan 

kerja atas nama Roy Erauw  yang berakibat 

cedera pada tangan sebelah kanan karena 

terbentur pipa saat bekerja membuka baut. 

b. Basecamp Bahumia 

- Tanggal 28 April 2018 terjadi kecelakaan kerja 

atas nama Hendrikus Tawelu yang berakibat 

cedera pada kaki sebelah kanan karena terkena 

luncuran kayu saat bekerja membuka melakukan 

triming. 

c. Selain dua catatan tersebut tidak terdapat 

catatan kecelakaan kerja lainnya selama periode 

audit (NIHIL)  

 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

26. 5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

M Pada periode audit diketahui bahwa tidak terdapat 

serikat pekerja di lingkungan kerja PT Hanurata Unit 

Papua Barat, namun perusahaan telah memberikan 
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NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi 

karyawan/ karyawati, sesuai Surat Pernyataan 

Kebebasan Berserikat yang dibuat oleh Manajer Unit 

(Ir. Untung Kariadi) tanggal 8 Januari 2015 mengenai 

pembolehan Pembentukan Serikat Pekerja. 

Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut diketahui 

bahwa PT Hanurata Unit Papua Barat membolehkan 

para karyawan/karyawati untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia 

Surat Pernyataan Direktur Utama tertanggal 2 Maret 

2017 yang menyatakan  bahwa membolehkan para 

karyawan/ karyawati untuk membentuk atau terlibat 

dalam kegiatan Serikat Pekerja 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

karyawan PT Hanurata Unit Papua Barat diperoleh 

informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya 

kebebasan berserikat dan berkumpul yang 

disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun 

sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan 

membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan 

mereka. 

 

Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur 

hak-hak pekerja 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

27. 5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

M PT Hanurata Unit Papua Barat telah memiliki 

Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh 

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Provinsi Papua Barat No. 560/013/DTT-

PP/Disnakertrans-PB/2018  tanggal 13 September 

2018. Peraturan Perusahaan Berlaku 2 tahun sampai 

dengan 12 September 2020.   

 

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)  

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

28. 5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

M Sampling dokumen dilakukan pada laporan bulan 

Januari 2019 terdapat karyawan 264 Orang terdiri 

dari 232 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. 

Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Hanurata Unit 

Papua Barat tidak mempekerjakan karyawan/ 

pekerja yang masih di bawah umur (diluar 

ketentuan). Karyawan termuda atas nama Awaludin 

Suri Ramadan dengan jabatan Helper Chainsaw 

yang lahir pada tanggal 3 Desember 2000 dan mulai 

bekerja pada tanggal 31 Januari 2019 pada saat 

yang bersangkutan berusia 18 Tahun 2 Bulan. 
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NILAI AKHIR KINEHJA PHPL PT HANURATA Unit Papua Bard

N6..

1. 1.1 Baik 3 3
2. 1.2 Baik 3 3
3. 1.3 Sedang 2 3
4. 1.4 Baik 3 3
5, 1.5 Baik 3 3
6. 2.1 Baik 3 3
7. 22 Baik 3 3
8. 2.3 Baik 3 3
'9. 2.4 Baik 3 3
10. 2.5 Baik 3 3
11. 2.6 Baik 3 3
12. 3.1 Baik 3 3
13. 3.2 Sedang 2 3
14. 3.3 Sedang 2' 3
15. 3.4 Baik 3 3
16. 3.5 Sedang 2 3

17. 3.6 Sedang 2 3
18. 4.1 Baik 3 3
19. 4.2 Baik 3 3
20. 4.3 Baik 3 3
21. 4.4 Baik 3 3

22. 4.5 Sedang 2 3

JUMI.AH 60 66

NITAI KINERJA AKHIR 90,91 % BAIK

18 Maret2O19
PT Trustindo Prima Karya
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